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• Jalani, Nikmati dan Syukuri 
• Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak 
• Setiap kesulitan selalu ada kemudahan, setiap masalah pasti ada solusi 
• Optimis merupakan kepercayaan yang menuju pencapaian, tidak ada yang 
bisa dilakukan tanpaadanya harapan dan keyakinan. 
• Tidak masalah jika kamu berjalan lambat asalkan kamu tidak pernah 
berhenti berusaha 
• Sukses bukanlah hal yang kebetulan. Sebab kesuksesan terbentuk dari kerja 
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Nama: Ayu Wulandari, NPM: 2116500008, Judul Skripsi :”Pengawasan 
Implementasi Peraturan Daerah Brebes No 01/2014 Tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Desa 
Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes (Study pasal 16 Perizinan)” 
Dalam Peraturan Daerah Brebes No 01/2014 Tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Berbelanjaan dan Toko Modern,  pada pasal 
16 mengatakan setiap toko modern harus berkewajiban memiliki Izin usaha toko 
modern(IUTM) tetapi ditemukannya pelanggaran (IUTM) oleh karena itu 
diperlukannya pengawasan  (IUTM). Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang 
permasalahan pada suatu objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan metode purposive 
sampling dalam pemilihan informan. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 
menggunakan teori pengawasan dari Brantas (2009), yaitu langkah-langkah 
pengawasannya meliputi: Menentukan standar, mengukur pelaksanaan, 
membandingkan pelaksanaan dengan standar, melakukan korektif. menunjukkan 
bahwa Pengawasan Implementasi Perda Brebes No 01 Tahun 2014 Tentang 
penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di 
Desa Kluwut Kec. Bulakmba Kab. Brebes ( Studi pasal 16 perizinan) belum 
optimal karena faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya jumlah petugas 
pelaksanaan pengawasan, rendahnya koordinasi, dan rendahnya kesadaran pelaku 
usaha terkait perizinan. 








Name: Ayu Wulandari, NPM: 2116500008, Thesis Title: “Supervision of the 
Implementation of Regional Regulation Brebes No 01/2014 Regarding Structuring 
and Fostering Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores in 
kluwut village, bulakamba subdistrict, brebes regency (Study Article 16 
Licensing)” 
In Brebes Regional Regulation No. 01/2014 concerning the Arrangement and 
Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, 
Article 16 states that every modern shop must be obliged to have a modern shop 
business license (IUTM) but found violations (IUTM) therefore need supervision ( 
IUTM). This study uses a descriptive qualitative method that aims to provide an 
in-depth picture of the problems in a research object. Data collection techniques 
through interviews, observation and documentation using purposive sampling 
method in selecting informants. The results of research that have been conducted 
using the theory of supervision from Brantas(2009), namely the control steps 
include: Determining standards, measuring implementation, comparing 
implementation with standards, making corrections. shows that the Supervision of 
the Implementation of Perda Brebes No 01 of 2014 concerning the arrangement 
and fostering of traditional markets, shopping centers and modern shops in 
kluwut village, bulakamba subdistrict, brebes regency (Study of article 16 
licensing) has not been optimal due to factors affecting the lack of number of 
supervisory officers, low coordination, and low awareness of business actors 
regarding licensing. 
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    PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 
 Di era globalisasi dewasa ini pertumbuhan perekonomian di indonesia 
semakin meningkat pesat, itu ditandai dengan dperlakukannya pasar bebas 
masuknya usaa-usaha asing di Indonesia dengan berbagai sistem usaha yang 
beragam seperti sistem usaha toko modern yang saat ini berkembang di Indonesia. 
Tidak sedikit wilayah pedesaan di Indonesia yang telah menjadi wilayah 
menjanjikan bagi toko modern. Dalam peraturan Presiden republik indonesia 
nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern, dalam pasal 1 dijelaskan toko modern merupakan 
toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara 
eceran yang berrbentuk minimarket, supermarket, departement store, 
hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 
Tak terkecuali di Kabupaten Brebes, dimana kabupaten brebes mengalami 
pertumbuhan toko modern sangat pesat, namun dihadapkan pada fenomena toko 
modern yang belum tertata dan terkoordinasi dengan baikyang berimplikasi pada 
tergusurnya pedagang mikro, kecil dan menengah, serta pasar tradisional. Karena 
itu pemerintah melakukan pengaturan dengan menyusun rancangan peraturan 
daerah tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 
toko modern.  Dengan mengeluarkan produk hukum  berupa Peraturan Daerah 
(Perda) Brebes Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tentang Penataan Dan Pembinaan 





Sesuai UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perpres 112/2007 tentang 
Penataan dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern. Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan 
Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011, Permendag  No. 68/M-
DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern,  
Permendag No.56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Permendag 
No.70/M -DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
Dalam Peraturan Daerah Brebes No 01 Tahun 2014 tentang penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern. pada Pasal 16 
tentang perizinan yang berbunyi, (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki : 
a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;  
b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat Perdagangan; dan  
c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket 
dan Perkulakan. 
Hal tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.70 
Tahun 2013 dalam Bab VII Perizinan pasal 24 ayat 1 menyebutkan Pelaku usaha 
yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. Namun sayangnya 





toko modern karena masih ditemukan kegiatan usaha toko modern yang 
perizinannya sudah kadaluwarsa dan bahkan ada yang tidak berizin.  
 Dikutip dari sebuahsuratkabar daring bahwa Di Kabupaten Brebes 
sekarangini, terdapat toko modern dalam bentuk  Minimarketyang berada di Desa 
Benda Kecamatan Sirampog belum mengantongi izin IUTM, HO, IMB. Akan 
tetapi minimarket tersebut sudah beroprasi sejak maret 2020. (sumber: 
kumparan.com 22/04/2020) . Hal ini juga pernah dimuat di panturanews.com  
tejadi di Kecamatan Sirampog  di sebuah minimarket yang berada di Desa Benda 
Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes belum memiliki IUTM ( Izin usaha toko 
modern) dan belum memiliki IMB (izin mendirikan bangunan) akan tetapi 
minimarket tersebut sudah beroprasi sejak akhir maret 2020, bahkan saat 
mengajukan ke desa untuk pembuatan IMB diperuntukan untuk toko kelontong 
bukan toko modern. (Sumber: Panturanews.com 21/04/2020). 
Dan Komisi II DPRD Kabupaten Brebes, bersama tim gabungan dari Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menutup paksa sementara terhadap sejumlah 
mini market yang diduga liar alias belum mengantongi ijin resmi dari instansi 
terkait.  Informasi toko modern atau minimarket yang tidak memiliki izin Yakni, 
di Kaligangsa (Brebes) dua minimarket. Kemudian, di Padasugih (Brebes), 
Pebatan (Wanasari), Slatri (Larangan), Kluwut (Bulakamba), Lemahabang 
(Tanjung), Kedawon (Kersana) dan jalur lingkar Bumiayu masing-masing satu 
minimarket. (HENDRIK) (Sumber: Brebesnews.co 16/.08/2016). 
Untuk itu dibutuhkannya pengawasan terhadap izin usaha toko modern 





dengan prosedur dan ketentuan yang ada pada peraturan daerah brebes no 01 
tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelajaan 
dan toko modern serta tertata dan terkoordinasi dengan baik. 
 Dalam pelaksanaan penertiban Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di 
kabupaten brebes terdapat tiga instansi yang terkait didalamnya yaitu Dinas 
Koperasi, UMKM dan Perdagangan kabupaten Brebes, Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dan Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Brebes. Dari ketiga instansi tersebut spesialisasi kerjanya terbagi 
secara baik dan sesuai dengan bidang masing-masing instansi.   
 Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten 
brebes mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang 
penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman 
modal, perizinan dan non perizinan dimana izin usaha toko modern (IUTM) 
termasuki didalamnya. Untuk melaksanakan pengawasan dan tim teknis  terhadap 
Izin Usaha Toko Modern (IUTM) instansi yang berwenang adalah Dinas 
Koperasi, UMKM dan perdagangan kabupaten Brebes. Dan untuk penegakan 
terhadap izin usaha toko modern yang berwenang adalah  satuan polisi pamong 
praja kabupaten brebes dimana memiliki tugas memelihara ketentraman dan 
ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah, yang termasuk didalammnya 
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 Klampok  Wanasari 
165 09/08/2012 
32 Mini Market 
Jl. Raya Dumeling - 
Sawojajar RT 01 RW 




Mini Market " 
ALFAMART " 
Jl. P. Diponegoro RT 
07 RW 02  Jatisawit  
Bumiayu 
304 12/12/2012 
34 Mini Market 
Jalan Raya Padasugih 
RT 01 RW 02 
 Padasugih  Brebes 
192 11/02/2013 
35 Minimarket 
Jalan Raya Tanjung - 
Kersana 
 Lemahabang  
Tanjung 
189 05/03/2013 
36 Mini Market 
Jl. Jend. A. Yani RT 




Mini market " 
INDOMARET " 
 Pasarbatang  Brebes 191 04/04/2013 
38 Mini Market 
Jalan Raya Losari 
Timur no. 43 RT 06 
RW 01  Losari Lor  
Losari 
40 18/04/2013 
39 Mini Market 
Jalan Letjend 
Suprapto 67 RT 02 




Area Tempat Parkir 
Toserba "Yogya" 
Jalan Jenderal 
Sudirman No. 60 Rt 












41 Mini market 













42 Mini market 
Jl. Raya Paguyangan 









43 Mini market 









44 Mini market 
Jl. Cendrawasih RT 









Mini Market " 
Indomaret " 
Jl. RA. Kartini Rt 07 















Jl. MT. Haryono Rt 01 











48 Mini Market 
Jl. Cendrawasih No. 















Ketanggungan Rt 04 














Jl. Raya Dewi Sartika 

















Diponegoro Rt 02 Rw 

















53 Ruko Alfamart 
















Jl. Raya Cimohong 













Jl. Raya Karanglo RT 


























Ketanggungan RT 05 











Jl. Raya Larangan - 
Ketanggungan Rt 05 



















































Kubangwungu RT 01 






















Jl. Raya Yos Sudarso 













Jl. Pemuda No. 21 RT 












Ketanggungan RT 06 





























Jl. Raya Pejagan Rt 07 













Wangandalem Rt 04 










Jl. KH. Ahmad 











Klampok RT 004 RW 





























Jl. Syeh Ali 
Basalamah RT 002 









Jl. Taman Siswa Rt 02 














Jl. Pemuda No. 93 RT 










Jl. Raya Pemuda Rt 01 





















Rengaspendawa Rt 04 






































Ketanggungan Rt 01 











Jl. Ahmad Yani Rt 02 















Jl. Raya Kertasari - 
Luwungragi Rt 04 Rw 











84 Toserba Jadi Baru 
Jl. Lingkar Bumiayu 


















Jl. Raya Purwodadi Rt 




























































Jl.Cenderawasih Rt 12 


















































Jl. Raya Bojongsari Rt 











Jl. Randu Gede Rt 05 























Jl. Raya Rungkang Rt 












Jl. KH. Mustadi Rt 01 









100 Mini Market 
















Jl. Pemuda Rt 01 Rw 











Jl. Raya Jipang Rt 02 















Jl. Raya Paguyangan 














Jl. Raya Parereja Rt 













Jl. Raya Kutamendala 
- Tonjong Rt 02 Rw 












Dk. Prapatan Rt 06 














Bantarkawung Rt 01 















Jl. Lingkar Desa 
Negaradaha Rt 04 Rw 

















Jl. Raya Bulusari Rt 














Jl. Ronggowarsito Rt 














Jl. Ahmad Yani Rt 














Jl. Raya Tegalglagah 
















Jl. Karangsawah Rt 














Jl. MT. Haryono Rt 08 














Jl. YOS Sudarso Rt 














Jl. Bina Desa Rt 007 


















Jl. Dr. Setia Budi RT. 
05 RW. 02 




Jl. Dr. Setia Budi RT. 
05 RW. 02 




Jl. Raya Bumiayu - 








Jalan Raden Fatah Rt 
05 Rw 08 
192 04 Juli 2019 
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Brebes Tahun 2019. 
 
 Berdasarkan dalam data yang diperoleh dari Dinas penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu kabupaten brebes, tidak terdapat adanya toko 
modern yang berada di wilayah desa kluwut kecamatan bulakamba kabupaten 
brebes,  berdasarkan observasi awal di lapangan peneliti melihat bahwa  terdapat 
dua toko modern yang berbentuk minimarket di wilayah desa kluwut kecamatan 
bulakamba kabupaten brebes. hal ini menandakan bahwa kurangnya pengawasan 
terhadap izin usaha toko modern yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 
01 Tahun 2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan Toko Modern. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul : 
PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (Perda) NOMOR 
01 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR 





KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES (Studi Pasal 
16 Bagian Perizinan) 
I.2. Rumusan Masalah 
Kedudukan masalah dalam alur prosedur penelitian sangatlah penting, 
Menurut Sugiyono (2009:52) “masalah diartikan sebagai penyimpangan antara 
yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan 
praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana”. 
Menurut Prajudi Atmosudirjo “Masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari 
apa yang telah diharapkan, direncanakan dan ditentukan untuk dicapai sehingga 
masalah menjadi rintangan atau tantangan menuju tercapainya sebuah tujuan 
tersebut”. 
Di Kabupaten Brebes sekarangini, terdapat toko modern dalam bentuk  
Minimarket yang berada di Desa Benda Kecamatan Sirampog belum mengantongi 
izin IUTM, HO, IMB. Akan tetapi minimarket tersebut sudah beroprasi sejak 
maret 2020. (sumber: kumparan.com 22/04/2020) . Pemkab setempat, menutup 
paksa sementara terhadap sejumlah mini market yang diduga liar alias belum 
mengantongi ijin resmi dari instansi terkait. Informasi toko modern atau 
minimarket yang tidak memiliki izin Yakni, di Kaligangsa (Brebes) dua 
minimarket. Kemudian, di Padasugih (Brebes), Pebatan (Wanasari), Slatri 
(Larangan), Kluwut (Bulakamba), Lemahabang (Tanjung), Kedawon (Kersana) 
dan jalur lingkar Bumiayu masing-masing satu minimarket. (HENDRIK) 





Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan  pokok  masalah :  
1. Bagaimanakah Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Brebes No. 01 
Tahun 2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar tradisipnal,  pusat 
perbelanjaan dan toko modern di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba  
Kabupaten Brebes (Studi kasus pasal 16 bagian perizinan) ? 
2. Apa sajakah Faktor-faktor yang mempengaruhi  Pengawasan Implementasi 
Peraturan Daerah Brebes No. 01 Tahun 2014 Tentang penataan dan 
pembinaan pasar tradisipnal,  pusat perbelanjaan dan toko modern di Desa 
Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes (Studi kasus pasal 16 
bagian perizinan) ? 
I.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah Pengawasan Implementasi Peraturan 
Daerah Brebes No. 01 Tahun 2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional,  pusat perbelanjaan dan toko modern di Desa Kluwut 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes (Studi kasus pasal 16 bagian 
perizinan) 
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan 
Implementasi Peraturan Daerah Brebes No. 01 Tahun 2014 Tentang 
penataan dan pembinaan pasar tradisional,  pusat perbelanjaan dan toko 
modern di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes (Studi 






I.4. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kepustakaan 
dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian penelitian 
sejenis. 
b. Sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan Ilmu Pemerintahan 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Sebagai sumber pengatahuan dan pengalaman terhadap masalah yang 
dihadapi secara nyata 
b. Bagi masyarakat 
Sebagai bahan masukan kepada masyarakat yang akan mendirikan usaha 
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar lebih 
mematuhi peraturan yang telah ditentukan. 
c. Bagi Pemerintah Daerah 
Sebagai bahan masukan pemerintah daerah kabupaten brebes sehingga 










Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagimana hubungan 
suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah 
tertentu atau dikatakan bahwa kumpulan porposi umum yang saling berkaitan dan 
digunakan untuk menjelaska hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang 
diobservasi (Margono,1996:23). Sedangkan secara umum teori adalah 
seperangkat konsep atau konstruk, definisi atau preposisi yang berusaha 
menjelaskan  hubungan sistematis  suatu fenomena, dengan cara merinci  
hubungan  sebab akibat yang terjadi. 
II.2. Pengawasan 
  Menurut Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa 
pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan 
hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan 
meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang 
direncanakan. George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai 
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi 
prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif 
sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Menurut Brantas (2009) pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, 
dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk 





  Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016, 290) 
pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan 
organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan 
berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut The Liang Gie 
(Atmodiwiryo) dalam Satriadi (2016, 290) pengawasan adalah pemeriksaan, 
mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki. 
  Menurut Henry Fayol dalam buku Harahap (2001:10) pengawasan 
adalah mencangkup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarlan, dan prinsip yang dianut. 
Stephen Roben berpendapat “ Control cen be defined as the process of 
monitoing activitiesto ensure they are being accomplished as planned and of 
dorrecting any significant devisitions”. Pengawasan sebagai proses 
mengikuti kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan dengan demikian 
dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya 
dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling terhubung. Dalam 
pandangan Sondang siagian mengatakan bahwa pengawasan proses 
pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 
semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
Dari pendapat diatas maka dapat ditarik simpulan bahwa 
pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memantau 





dibuat sebelumnya dan diperlukannya koreksi atau perbaikan apa bila 
dibutuhkan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas 
tujuan yang akan dicapai.  
Melalui pengawasan diharapakan dapat membantu melaksanakan 
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan secara efektif dan efesien. Bahkan, melalui pengawasan 
tercipta suatu aktifitas yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi 
mengenai sejauhmana pelaksanakaan kerja sudah dilaksankan. Pengawasan 
juga dapat medeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan 
sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja 
terebut. 
Seperti yang dikemukakan oleh Husnaini (2001:400) tujuan 
pengawasan diantaranya sebagai berikut: 
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan pemborosan danhambatan. 
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, 
pemborosan, danhambatan. 
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan 
koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja 
yang baik. 
Sedanngkan menurut Menurut Maringan (2004:61) menyatakan 





a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian 
dalam pelaksanaan tugas yangdilakukan. 
b. Agar pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan dan disepakatisebelumnya.  
Teknik pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut : 
1. Pengawasan langsung, pengawasan langsung adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang 
dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti : 
a. Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung 
oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.  
b. Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan 
terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan. 
c. Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara 
langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan 
dilaksnakan.  
Menurut Melayu S.P. Hasibuan dalam buku Keryato (2026:120-121) 
kelebihan dan kekurangan dalam pengawasan langsung adalah : 
a) Manajer mengetahui kondisi riil pekerjaan 
b) Kesalahan pekerjaan dapat diketahui dengan segera 
c) Manajer dapat menampung aspirasi bawahan secara langsung 
d) Pekerja bawahan merasa puas 
e) Pekerjaan bisa selesai lebih cepat 





Kegiatan pengawasan langsung juga memiliki kekurangan yaitu : 
a) Pengawsan langsung menyita waktu manajer 
b) Pengawsan langsung mengurangi kepercayaan diri pekerja 
c) Biaya pengawasan langsung relatif tinggi 
2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan 
yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh 
bawahan yang berbentuk seperti :  
a. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada 
atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara 
berkala.  
b. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung 
kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan 
kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran. 
Menurut Melayu S.P. Hasibuan dalam buku Keryato (2026:120-121) 
kelebihan dan kekurangan dalam pengawasan tidak langsung adalah : 
a) juga memiliki kelebihan seperti berikut : 
b) Manajer memiliki banyak waktu luang untuk pekerjaan lainnya 
c) Pekerja merasa percaya diri 
d) Biaya pengawasan relatif rendah 
Kekurangan kegiatan pengawasan tidak langsnung : 
a) Laporan cenderung kurang objektif 
b) Memperlambat proses penyelsaian persoalan 





Jenis-Jenis Pengawasan Menurut maringan (2004:62)berbagai jenis 
pengawasan yang dapat dilakukan diantaranya sebagaimana berikut ini. 
1. Pengawasan Internal “Intern” dan Eksternal “Ekstern” 
Pengawasan Internal “intern” ialah pengawasan yang dilakukan oleh 
orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit 
organisasi/lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal 
“ekstern” ialah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit 
pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi. 
2. Pengawasan Preventif Dan Represif 
Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai, suatu 
pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu 
dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang 
menyimpang. Misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah 
supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan 
pelaksanaan keuangan negara yang membebankan/merugikan negara.  
Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan 
terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau 
dilakukan.  
3. Pengawasan Aktif Dan Pasif 
Pengawasan aktif “dekat” ialah pengawasan yang dilaksanakan 
sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang 
bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif “jauh” ialah suatu pengawasan 





surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan 
berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. 
4. Pengawasan Kebenaran Formil 
Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak 
“rechtimatigheid” dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud 
serta tujuan pengeluaran “doelmatigheid”. 
Menurut (Situmorang, 1998: 22) mengatakan bahwa maksud dari 
dilaksanakannya pengawasan adalah sebagai berikut:  
1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak  
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan 
pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau 
timbulnya kesalahan-kesalahan baru. 
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 
rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 
direncanakan  
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.  
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 
dalam planning yaitu standard.  
Menurut Duncan dalam Harahap (2001:246) mengemukakan bahwa 
beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut : 
a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu 





membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan 
sistem kegiatan lain. oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat 
merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harusdiawasi. 
b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi, karena titik 
berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebabmanusia 
itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usahan atau organisasi 
yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek-aspek intern yang 
kegiatannya tergambar dalam pola organisasi maka suatu sistem 
pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. 
Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan maka penyimpangan 
yang terjadi ditunjukan pada organisasi yang bersangkutan. 
c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi, karena 
tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang 
telah direncanakan bisa tercapai. Oleh karenanya agar sistem 
pengawasan berjalan dengan efektif, maka suatu sistem pengawasan 
setidaknya harus dapat segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi 
didalam organisasi. Dengan adanya identifikasi maka kesalahan yang 
terjadi dalam organisai bisateratasi. 
d. Pengawasan harus fleksibel karena suatu sistem pengawasan bisa 
berjalan efektif bilamana sistem pengawasan yang dibangun memenuhi 
prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat 
dipergunakan meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana 





e. Pengawasan harus ekonomis, karena sifat ekonomis dari suatu sistem 
pengawasan sunguh-sungguh diperlukan karena tidak ada gunanya 
suatu 
sistemyangmahalbilatujuanpengawasanitudapatdirefleksikandengan 
suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Tidak ada suatu sistem 
pengawasan yang berlaku untuk semua situasi dan semua organisasi. 
Syarat-syarat pengawasan dikemukakan oleh Simbolon dalam Fitrianingrum 
(2015, 1646) yaitu : 
1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang 
Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan /menyesuaikan 
rencana sebagai pedoman. Maksud daripada pengawasan ialah untuk 
meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana.  
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya 
Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu 
manajer pengawasan dan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk 
memperoleh informasinya. Infrmasi ini diperoleh dengan bermacam-macam 
cara sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai bendahara, kepala 
gudang, kepala proyek, dan sebagainya. 
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan penyimpangan pada hal-hal 
yang penting Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan 
pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efetivitas ialah untuk meyakinkan 





lain dapat ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang 
berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan.  
4. Pengawasan harus objektif, pengawasan yang objektif ialah pengawasan 
yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah 
ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat 
dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung). Yang bersifat 
kuantitatif, misalnya: biaya satuan, ukuran, dan volume pekerjaan, lamanya 
waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Adapun yang bersifat 
kualitatif, misalnya: program pendidikan dan latihan karyawan, program 
penelitian dan pengembangan administrasi negara, program peningktan 
suatu pengawasan, dan sebagainya.  
5. Pengawaan harus luwes (fleksibel) fleksibilitas dalam pengawasan dapat 
dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif sesuai dengan 
berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek, pengawasan yang fleksibel 
hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel 
pula. 
6. Pengawasan harus hemat, pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya 
pengawasan relatif hemat bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya 
kegiatan, pengeluaran biaya pengawasan lebih kecil dibandingkan dengan 
besarnya resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan.  
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (corrective action) Sistem 
pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak membawa tindakan 





terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggung 
jawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikan. 
Menurut Handoko (1998), proses pengawasan biasanya terdiri dari paling 
sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:  
1. Penetapan standar pelaksanaan  
Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang 
dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, 
sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. 
Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, 
anggaran, bagian pasar, marjin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran 
produksi. Ada tiga bentuk standar yang umum:  
a. Standar-standar phisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah 
langganan, atau kualitas produk.  
b. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup 
biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, 
dan sejenisnya. 
c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu 
suatu pekerjaan harus diselesaikan.  
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan  
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara 
untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua 
dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan 





digunakan: Berapa kali (how often) pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap 
jam, harian, mingguan atau bulanan? Dalam bentuk apa (what form) 
pengukuran akan dilakukan? Laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui 
telepon? Siapa (who) yang terlibat? Manajer, staf departemen? Pengukuran 
yang dilakukan sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat 
diterangkan kepada karyawan.  
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan  
Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 
a) pengamatan (observasi), b) laporan-laporan, baik lisan dan tertulis, c) 
metode-metode otomatis dan d) inspeksi, pengujian (test), atau dengan 
pengambilan sampel.  
4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan  
Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan 
pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang 
telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk 
menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.  
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan  
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan 
ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, 
seperti:  






b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya, 
atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri). 
c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan 
penyimpangan-penyimpangan. 
Handoko dalam Satriadi (2016, 290) mengatakan terdapat 5 dimensi 
pengawasan yaitu :  
1. Penetapan standar hasil yang diinginkan  
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan  
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan  
4. Pembandingan pelaksanaan standar dan analisa penyimpangan  
5. Pengambilan tindakan korektif bila diperlukan  
Sedangkan Robbins and Coulter terdiri dari empat dimensi yaitu :  
1. Menetapkan standar (Standards) yakni penetapan patokan (target) atau 
hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan 
hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi.  
2. Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan 
dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk 
pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang 
diukur antara mutu dan jumlah hasil.  
3. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai 
dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih 





4. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan 
koreksikoreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan 
(deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan 
follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi. 
Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan 
atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara 
pelaksanaan dengan perencanaanya. Proses pengawasan menurut Brantas (2009) 
dibentuk oleh empat macam langkah-langkah yakni:  
a. Menentukan Standar  
 
Merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 
hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dicapai dan menggunakan 
standarisasi seperti apa. Bisa juga diartikan sebagai suatu ketentuan 
yang diterima bersama pihak yang berwenang, berguna sebagai alat 
ukur suatu hasil yang dilaksanakan untuk membantu pengertian yang 
lebih tepatnya antar pengawasan dengan yang diawasi  
b. Mengukur Pelaksanaan  
 
Artinya menilai hasil pelaksanaan pengawasan seberapa besar tingkat 
keberhasilan dari pengawasan yang telah dilakukan 
c. Membandingkan Pelaksanaan atau Hasil dengan Standar  
 
Yaitu membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pelaksanaan 
dan pencapaian apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau 
tidak.  






Merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki 
penyimpangan yang telah terjadi. 
 Menurut Hasibuan (2001:247) sifat dan waktu pengawasan terdiri dari : 
1. Prefentive contrlol adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan 
dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan- penyimpangan 
dalam proses pelaksanaanya. Prefentive control ini dilakukan dengan cara  
a. Menentukan proses pelaksanaanpekerjaan. 
b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu. 
c. Mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaanitu. 
d. Mengorganisasi segala macamkegiatan. 
e. Menentukan jabatan bagi setiapkaryawan. 
f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan danpemeriksaan. 
g. Menetapkan sanksi bagi karyawan yang membuatkesalahan 
2. Repressive control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi 
kesalahan dalam pelaksanaanya, dengan maksud agar tidak terjadi 
pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan 
repressive kontroll ini dilakukan dengan cara: 
a. Membandingkan dengan hasil denganrencana 
b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan 
mencari tindakanperbaikan 
c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaanya, jika perlu 
dikenakan sanksi hukumankepadanya. 












Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi 
adalah sebagai berikut : “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 
bentuk undang-undangan, namun dapat berbentuk perintah perintah atau 
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 
cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi“ (Solichin Wahab, 
1991). 
Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan 
ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola 
operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil 
sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya 
juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program 
dilaksanakan. Sedangkan menurut Guntur Setiawan (2004:39) mengemukakan 
bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 
interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainnya serta memperlukan 
jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Hanifah Harsono (2002) 
mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan 






Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implemntasi adalah 
suatu penerapan atau tindakan pemerintah yang memberikan hasil atau kebijakan-
kebijakan tertentu guna mencapai tujuan atau peraturan yang telah ditetapkan. 
Pendapat Anderson (2003) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat 
dilihat dari empat aspek, yaitu : 
1. Siapa yang mengimplementasikan kebijakan 
2. Hakekat dari proses administrasi 
3. Kepatuhan (kompliansi) kepada kebijakan dan 
4. Efek atau dampak dari implementasi kebijakan 
Menurut Edward III (1980) yang mengidentfikasi adanya 4 (empat) faktor 
determinan utama yang akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi 
kebijakan yaitu:  
1.  Komunikasi (communication),  
2. Struktur birokrasi (bureaucratic structure) 
3. Sumberdaya (resources), dan 
4. Disposisi (disposition) (Edward III, 1980).  
Keberhasilan implementasi, akan dipengaruhi sifat atau  jenis kepentingan 
yang hendak dicapai oleh kebijakan itu sendiri. Jenis kebijakan tertentu, 
akanmemiliki dampak tertentu terhadap akitivitas proses implementasi (Grindle, 
1980).  
Kegagalan implementasi terjadi apabila implementor tidak memahami 
tujuan dan standar kebijakan, atau implementor memiliki kepentingan yang 





terhadap tujuan dan standar kebijakan, akan memberikan potensi lebih besar bagi 
keberhasilan implementasi kebijakan. Mazmanian (1983) memformulasikan 3 
(tiga) variabel independen implementasi kebijakan, yaitu:  
1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan 
2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan implementasi 
3. Variabel non-kebijakan yang mempengaruhi implementasi.  
Tingkat besarnya kelompok sasaran kebijakan, juga akan mempengaruhi 
keberhasilan implementasi. Kebijakan dengan kelompok sasaran yang jumlahnya 
relatif terbatas dan dapat diidentifikasikan dengan jelas, akan relatif mudah untuk 
dimobilisir guna mendukung impelementasi kebijakan. Selanjutnya Kapioru 
(2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja 
implementasi, yaitu: 
1. Kondisi lingkungan (environmentalconditions). 
2. Hubungan antar organisasi (inter-organizationalrelationship). 
3. Sumberdaya (resources). 
4. Karakter institusi implementor  
Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi sangat tergantung pada 
isi kebijakan yaitu seberapa besar kepentingan yang dipengaruhi, semakin besar 
kepentingan yang dipengaruhi, semakin sulit dalam implementasinya. Demikian 
juga keberhasilan implementasi sangat tergantung pada tipe manfaat yang ingin 
dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Semakin tangible manfaat yang dihasilkan 
semakin mudah dalam implementasinya. Derajat perubahan juga mempengaruhi 





oleh kebijakan tersebut besar dan luas, maka implementasinya lebih sulit. 
Demikian juga sebaliknya jika derajad perubahan yang kecil atau sedikit maka 
kebijakan tersebut mudah dilaksanakan. Keberhasilan implementasi menurut 
Grindle (1980), juga dipengaruhi oleh tempat pengambilan keputusan, pelaksana 
program dan sumberdaya yang dilibatkan. Apabila tempat pengambilan keputusan 
jauh dari kelompok sasaran, maka akan sulit diimplementasikan.  
II.3. Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 
Di Kabupaten Brebes mengalami perkembangan sangat pesat, namun 
dihadapkan pada fenomena baru dalam bentuk munculnya pusat perbelanjaan dan 
toko modern yang belum tertata dan terkoordinasi dengan baik yang berimplikasi 
pada tergusurnya pedagang mikro, kecil dan menengah, serta pasar tradisional. 
Karena itu pemerintah dilakukan pengaturan dengan menyusun rancangan 
peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern.  Dengan mengeluarkan produk hukum  berupa 
Peraturan Daerah (Perda) Brebes Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tentang 
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko 
Modern Di Kabupaten Brebes, Sesuai UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 
Perpres 112/2007 tentang Penataan dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern. Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang 
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah  beberapa kali diubah 
terakhir dengan Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011, Permendag  No. 68/M-





Permendag No.56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Permendag 
No.70/M -DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
Dalam Peraturan Daerah Brebes Nomor 01 Tahun 2014 tentang penataan 
dan pembinaan pasar tradisional, pasar modern dan pusat perbelanjaan pada Pasal 
16 tentang perizinan (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki : 
a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;  
b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat Perdagangan; dan  
c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket 
dan Perkulakan. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Brebes Nomor 01 Tahun 2014 bahwasanya 
setiap tempat usaha wajib memiliki izin tempat usaha sebelum tempat usaha 
tersebut beroperasi. Berdasarkan peraturan daerah tersebut maka dapat dikatakan 
bahwa kegiatan usaha toko modern  harus mengurus terlebih dahulu izin tempat 
usaha atau dalam administrasi pemerintahan disebut dengan Izin Usaha Toko 
Modern(IUTM)  dalam pelaksanaannya Izin Usaha Toko Modern (IUTM)  harus 
dimiliki oleh setiap pelaku usaha toko modern termasuk juga kepada pemiliki 
tempat usaha yang ada di Kabupaten Brebes. 
Dalam pendirian toko modern ada beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi diantaranya : 
• Fotocopy KTP Pemohon 





• Foto 4 X 6 ( 3 Lembar ) 
• Rekomendasi Surat Izin Toko Modern dari Dinas Perindag 
• Fotocopy Surat Izin Prinsip Operasional dari Bupati 
• Fotokopi Surat Izin Lokasi 
• Fotocopy Surat Izin lokasi, HO (Gangguan) 
• Fotocopy IMB 
• Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
• Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 
• SPPL (Surat pernyataan kesanggupan penglolaan lingkungan hidup) 
untuk minimarket 
Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa Penataan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk : 
a. memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi serta 
pasartradisional; 
b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 
serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, 
bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat 
meningkatkankesejahteraannya; 
c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat perbelanjaan 
dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan 
mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi 
yang telahada; 





tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan 
dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidangperdagangan; 
e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara 
Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan pasar tradisional, 
UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat 
sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang 
mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;dan 
f. Memberikan perlindungan terhadapkonsumen. 
II.4. Perizinan Pasar 
Pengertian dari perizinan sendiri adalah salah satu bentuk pelaksanaan 
fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berarti selain dari 
bentuk pembatasan dari pemerintah, perizinan juga salah satu bentuk dari tugas 
pengendalian dari pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 
oleh masyarakat yang sebenarnya dilarang dan mempertimbangkan kepentingan 
umum. Perizinan termasuk jaminan usaha yang diberikan pemerintah kepada 
masyarakat. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan 
publik, meskipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi 
kehidupan masyarakat, karena izin merupakan bukti penting secara hukum.  
Secara yuridis, pengertian izin dan perizinan terdapat di dalam Pasal 1 
Angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 Tentang 





Angka 8 Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti 
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 
melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangan di dalam Angka 9 
menjabarkkan arti perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 
pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 
Selain itu, secara yuridis juga pengertian izin dan perizinan terdapat di dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah Pasal 1 
Angka 8 dan 9. 
Pemberian izin pada dasarnya salah satu langkah untuk pembukuan suatu 
pelaksanaan hukum bagi masyarakat agar dapat melaksanakan kegunaan adanya 
suatu hukum dan disamping itu secara langsung juga turut ambil bagian dalam 
pelaksanaannya. Izin di butuhkan untuk melegalkan suatu kegiatan usaha yang 
dilakukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti luas, izin 
adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu 
yang secara umum dilarang. 
Eksistensi dari lembaga perizinan sudah sejak lama dikenal di lingkungan 
administrasi negara kita, bahan administrasi di negara indonesia cukup padat 
dipenuhi lalu lintas lembaga perizinan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
kegiatan (usaha) yang tidak luput dari lembaga perizinan. Implementasi standar 





pelaksanaannya. Pemantauannya tidak hanya terkait dengan sejauh mana 
pelayanan telah memenuhi standar pelayanan publik. Tetapi juga terkait dengan 
aspek manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan izin.  
Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 
penyelenggaraan pelayanan terpadu stu pintu daerah tersebut, seluruh proses 
perizinan dilakukan ke dalam suatu sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) atau One Stop Service, yakni dalam proses pengurusan perizinannya 
hanya dilakukan pada satu tempat (One Stop Service) yaitu Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 
Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah yang mendapatkan 
kewenangan dalam bidang perizinan dan perdagangan telah 
mengimplementasikan kewenangan tersebut lewat pembentukan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan 
Perda Brebes Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Brebes yang menyatakan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu 
satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan 
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau 





pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya 
dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.  
Adapun tujuan pemberian izin yaitu untuk pengendalian dari pada aktivitas 
pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman 
yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat 
yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi 
yaitu:  
1. Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut: 
a. Untuk melaksanakan peraturan , apakah ketentuan-ketentuan yang termuat 
dalam peraturan tersebut sesuai dengan keyataan dalam praktiknya atau 
tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertban. 
b. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan 
permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan 
bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar 
retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang 
retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan. 
2. Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.  
a. Untuk adanya kepastian hukum  
b. Untuk adanya kepastian hak  
c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabilla bangunan yang 








 Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, pasar adalah area 
tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut 
sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat 
perdagangan maupun sebutan lainnya. 
 Menurut Mankiw (2007) pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari 
sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang 
menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang 
menentukan penawaran terhadap produk (Zayinul Fata, 2010). Pasar dalam 
pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan 
penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah 
mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang 
dengan kuantitas tertentu yang mejadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan 
penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli 
mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan 
kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk 
selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi 
produksi atau pedagang.  
Fungsi Pasar  
1. Pasar Sebagai Sarana Distribusi  
Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses 
penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya 





langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar 
dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari 
produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak 
berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet.  
2. Pasar Sebagai Pembentuk Harga   
Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di 
pasar tersebut penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. 
Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga 
dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara 
kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Dengan 
demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Harga yang telah 
menjadi kesepakatan tersebut, tentunya telah diperhitungkan oleh penjual 
dan pembeli. Penjual dan pembeli. Penjual tentu telah memperhitungkan 
laba yang diinginkannya, sedangkan pembeli telah memperhitungkan 
manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangannya.  
3. Pasar Sebagai Sarana Promosi 
Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat 
memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang/jasa tentang manfaat, 
keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Promosi dilakukan untuk 
menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. 
Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, memasang 
spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyaknya cara 





dalam memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang 
menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan 
menjadi pilihan konsumen. 
Jenis Jenis Pasar 
1. Berdasarkan Wujudnya  
a. Pasar konkret, Pasar konkret (pasar nyata) merupakan pasar yang 
menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung (tatap 
muka) antara pembeli dan penjual dan barang yang diperjualbelikan jelas 
wujudnya dan berada di tempat tersebut. 
b. Pasar abstrak (tidak nyata) merupakan pasar yang menunjukkan hubungan 
antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Namun demikian, pembeli dan penjual dapat tidak bertemu muka dan 
barang yang ditransaksikan juga terkadang tidak dilihat oleh pembeli dan 
tidak secara langsung dapat diperoleh. 
2. Berdasarkan Waktu Terjadinya  
a. Pasar harian merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. Yang 
diperdagangkan mulai dari barang dan jasa sampai produk keuangan. 
Misalnya pasar pagi, toserba, warung-warung sampai pasar uang antara 
bank.  
b. Pasar mingguan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu 






c. Pasar bulanan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan 
sekali. Dalam aktivitasnya bisa satu hari atau lebih. 
d. Pasar tahunan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu tahun 
sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa 
mencapai lebih dari satu bulan.  
e. Pasar temporer merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam 
waktu yang tidak tentu (tidak rutin) pasar ini biasanya terjadi pada 
peristiwa tertentu. 
3. Berdasarkan Legalitasnya  
a. Pasar resmi memperjualbelikan barang dan jasa yang legal baik dari cara 
membeli atau menjualnya dan penentuan harganya.  
b. Pasar gelap memperjualbelikan barang dan jasa yang diperoleh dan dijual 
dengan cara tidak resmi dan harga yang ditentukan sepihak oleh penjual di 
pasar gelap. 
4. Berdasarkan Luas Jangkauannya  
a. Pasar lokal merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli 
dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja.  
b. Pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan 
pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara.  
c. Pasar internasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan 
pembeli dari berbagai negara. 





a. Pasar output (pasar produk) merupakan pasar yang memperjualbelikan 
barang-barang hasil produksi (biasanya dalam bentuk jadi).  
b. Pasar input (pasar faktor produksi) merupakan interaksi antara permintaan 
dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu 
proses produksi (sumber daya alam yang berupa bahan tambang, hasil 
pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal).  
6. Berdasarkan Strukturnya (Jumlah Penjual dan Pembeli)  
Tinjauan Khusus 
1. Pasar Tradisional 
Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional 
adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 
termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, 
los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, 
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan 
dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.  
Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola dengan manajemen yang 
lebih tradisional dan simpel daripada pasar modern, umumnya pasar 
tradisional tersebut terdapat di pinggiran perkotaan/jalan atau lingkungan 
perumahan. Barang yang dijual di sini hampir sama seperti barang-barang 
yang dijual di pasar modern dengan variasi jenis yang beragam. Pasar 
tradisional saat ini cenderung menjual barang-barang lokal saja dan jarang 





mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal 
yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen. Dari segi harga, pasar 
tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga disesuaikan 
dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha 
sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila 
menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label 
harga sesuai dengan perubahan harga yang ada di pasar.  Kelebihan-kelebihan 
yang dimiliki pasar tradisional adalah:  
a. Di pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar menawar harga 
dengan pedagang. 
b. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. 
c. Secara budaya pasar tradisonal merupakan tempat publik dimana terjadi 
interaksi sosial (Masitoh, 2013) 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2012 pasal 4 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar 
Tradisional. Kriteria pasar tradisional antara lain:  
a. Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah 
b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar 
c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan  
d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal. 
2. Toko Modern atau Pasar Modern 
Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, 





dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota 
masyarakat kelas menengah ke atas). Barang yang dijual di pasar modern 
memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang 
lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual 
mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian 
terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijek/tidak memenuhi 
persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern 
umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi 
harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga 
sebelum dan setelah dikenakan pajak).  
Berikut ciri-ciri Pasar Modern adalah sebagai berikut :  
a. Kelangkaan Pasar Modern menjadikan sangat efisien karena para 
konsumen melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh 
pramuniaga secara pribadi melayani konsumen berbelanja. 
b. Mempunyai penataan ruang yang membuat nyaman para pembeli. 
c. Pelanggan sendiri yang melakukan pembelian, memilih barang sesuai 
keinginan dan mengisi keranjang belanja yang dibawa serta. 
d. Pasar Modern lebih mencerminkan industrialisasi jasa. 
Macam-macam pasar modern diantaranya (Kotler, 2000) : 
1. Minimarket, gerai yang menjual produk-produk eceran seperti warung 
kelontong dengan fasilitas pelayanan yang lebih modern. Luas ruang 





2. Convenience store, gerai ini mirip dengan minimarket dalam hal produk 
yang dijual, tetapi berbeda dalam hal harga, jam buka, dan luas ruangan, 
dan lokasi. Convenience store ada yang dengan luas ruangan antara 200m2 
hingga 450m2 dan berlokasi di tempat yang strategis, dengan harga yang 
lebih mahal dari harga minimarket.  
3. Special store, merupakan toko yang memiliki persediaan lengkap sehingga 
konsumen tidak perlu pindah ke toko lain untuk membeli sesuatu harga 
yang bervariasi dari harga terjangkau hingga yang mahal. 
4. Factory outlet, merupakan toko yang dimiliki perusahaan/pabrik yang 
menjual produk perusahaan tersebut, menghentikan perdagangan, 
membatalkan order dan kadangkadang menjual barang kualitas nomor 
satu.  
5. Distro (Distribution Store), jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian 
dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi 
sendiri.  
6. Supermarket, mempunyai luas 300-1100m2 yang kecil sedang yang besar 
1100- 2300m2.  
7. Perkulakan atau gudang rabat: menjual produk dalam kuantitas besar 
kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual kembali atau 
pemakain bisnis.  
8. Super store, adalah toko serba ada yang memiliki variasi barang lebih 
lengkap dan luas yang lebih besar dari supermarket.  





10. Pusat belanja yang terdiri dua macam yaitu mall dan trade center. 
II.5. Definisi Konseptual 
Konsep menurut Woodruf (1987)  adalah suatu gagasan atau ide yang relatif 
sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif 
yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau 
benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek 
atau benda). Definisi konsep dapat diartikan sebagai batasan terhadap masalah-
masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan 
memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan 
memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, 
maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan 
yang akan diteliti. 
Jadi definisi konsep adalah suatu representasi abstrak dan umum tentang 
sesuatu yang bertujuan menjelaskan suatu benda, gagasan, atau peristiwa. 
Sehingga mempermudah penelaah dan penjernihan masalah- masalah agar mudah 
dimengerti, sehingga tidak keluar dari apa  yang telah dikonsepkan. 
Adapun batasan konsep-konsep yang perlu dijelaskan dan digunakaan 
dalam penelitian yaitu : 
1. Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Brebes Nomor  01 
Tahun 2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern adalah setiap tindakan atau aktifitas dalam 





Peraturan Daerah Brebes Nomer 01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
2. Toko modern adalah Toko yanag menjual berbagai jenis barang dimana 
barang yang dijual eceran dengan harga yang sudah ditetapkan sehingga 
tidak ada negosiasi harga barang antara penjual dan pembeli. 
II.6. Pokok-Pokok Penelitian 
Definisi oprasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman 
dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang berkaitan 
dengan penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengawasan 
Implementasi Perarturan Daerah (Perda) Brebes Nomor 01 Tahun 2014 Tentang 
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moden 
di desa kluwut kecamatan bulakamba Kabupaten Brebes”, maka pkok pokok 
penelitianyang perlu dijelaskan, yaitu : 
1. Indikator Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Brebes 
Nomor 01 Tahun 2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, 
pusat perbelanjaan dan toko modern adalah menurut Brantas (2009) : 
a. Menetapkan standar (Standards)  
b. Mengukur pelaksanaan 
c. Membandingkan Pelaksanaan dengan standar 
d. Melakukan tindakan (Action)  
2. Pasar modern diukur dengan unit analisis sebagai berikut :  
a. Dimiliki, dibangun/dikelola oleh swasta.  








































Gambar II.01 Bagan Alur Pikir 
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 
 
 
Peraturan Daerah Brebes Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan 




Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Brebes Nomor 01 Tahun 
2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Moderen Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes (studi kasus pasal 16 perizinan) 








1. Menetapkan Standar 
2. Mengukur Pelaksanaan 
3. Membandingkan hasil 
pelaksanaan dengan standar 
4. Melakukan tindakan 
Peraturan Bupati Brebes Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan 
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman 







Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian 
kuantitatif kualitatif dan R & D. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 
berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara keilmuan, yaitu 
rasional, empiris dan sistematis. 
• Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang 
masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 
• Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra 
manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara 
yang digunakan. 
• Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu 
menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 
III.1. Jenis dan Tipe Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Menurut Sugiyono, (2003:14) terdapat beberapa jenis penelitian antara lain: 
a. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang 
berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 
b. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berbentuk kata, skema, dan 
gambar. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian jenis 





menggambarkan atau mendeskripsikan masalah penelitian yaitu 
pengawasan implementasi peraturan daerah brebes no 01 tahun 2014 
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 
toko modern di desa kluwut kecamatan bulakmba kabupaten brebes (Studdi 
kasus pasal 16 perizinan) 
2. Tipe Penelitian 
Menurut Sugiyono(2003:11)  penelitian berdasarkan tingkat 
eksplanasinya (tingkat kejelasan) dapat digolongkan sebagai berikut: 
a. Penelitian diskriptif 
Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 
dengan variabel yang lain. 
b. Penelitian komparatif 
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 
membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri 
tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. 
c. Penelitian asosiatif 
Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau 
lebih.Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan 





suatu teori yang dapat berfungsi unguk menjelaskan, meramalkan dan 
mengontrol suatu gejala. 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
Penelitian deskriptif merupakan peneltian yang mempelajari masalah-
masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, 
kegiatan- kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses 
yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal. 
Tujuannya menggambarkan dan menganalisis lebih mendalam mengenai 
pengawasan implementasi peraturan Daerah Brebes (Perda) No. 01 Tahun 
2014 tentang penataan dan pebinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern di desa kluwut kecamatan bulakamba kabupate brebes ( 
khususnya pasal 16 perizinan). 
III.2. Lokasi Penelitian 
Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian 
tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, 
tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi.Lokasi penelitian adalah tempat 
dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang 
sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi 
penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah 
penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu 
lembaga tertentu dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kluwut 






III.3. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data  
Menurut Sugiyono (2015), jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu 
kualitatif dan kuantitatif.  
a. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif 
yang diangkakan.  
b. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu data 
non angka yang sifatnya deskriptif yang berkaitan dengan pengawasan 
Implementasi peraturan daerah brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan 
dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaann dan toko modern di 
desa kluwut kecamatan bulakamba Kabupaten Brebes (Studi kasus pasal 16 
tentang perizinan) 
2. Sumber Data  
Menurut Sutopo (2006), Sumber data adalah tempat data diperoleh 
dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, 
ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2001:112), pencatatan 
sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil 
gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian 
kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan 
senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai 






a. Data Primer  
Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh 
secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik 
individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. 
Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan 
penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode observasi, 
dan melakukan wawancara kepada pegawai atau staf  yang perkaitan 
dengan pengawasan implementasi peraturan daerah brebbes no 01 tahun 
2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern di desa kluwut kecamatan bulakamba 
kabupatenn brebes (Studi pasal 16 tentang perizinan) 
b. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah sumber data suatu penelitian yang di peroleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau 
dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti,catatan atau 
laporan historis, arsip atau data dokumenter yang berhubunggan dengan 
pengawasan implementasi peraturan daerah brebbes no 01 tahun 2014 
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern di desa kluwut kecamatan bulakamba kabupatenn 
brebes (Studi pasal 16 tentang perizinan) 
III.4. Informan Penelitian 
Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari 





tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan 
memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. 
Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), informan penelitian ini 
meliputi tiga macam yaitu:  
2. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan 
memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 
3. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi 
sosial yang diteliti. 
4. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 
walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 
Berdasarkan uraian di atas, maka informan ditentukan dengan teknik 
purposive sampling yaitu penentuan informan berdasarkan kedalaman informasi 
yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan 
dilanjutkan pada informan lainya dengan tujuan mengembangkan dan mencari 
informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian, yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini adalah orang yang 
dianggap paling tahu tentang pengawasan implementasi peraturan daerah brebes 
no 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat 
perbelanjaan dan toko modern didesa kluwut kcamatan bulakamba kabupaten 
brebes. Maka dalam penelitian ini digunakan informan yang terdiri dari: 
1. Kepala bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum 





2. Kepala Bidang Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes 
3. Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes 
4. Kepala bidang perdagangan dinas  koperasi, umkm dan perdagngan 
Kabupaten Brebes 
5. Pihak  Toko Indomaret Kluwut timur 
6. Pihak  Toko Indomaret Kluwut barat 
III.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama daari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang 
benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. 
Oleh karena itu, tahapan ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat 
sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidak 
sempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa 
data tidak credible, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggung 
jawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Observasi, Nasution (1988) mengemukakan bahwa observasi adalah 
dasar semua ilmu pengatahuan. Para ilmuan hanya daapat bekerja 
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 





suatu proses yag kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 
proses biologis dan pisikolgis. Dua diantara yang terpenting adalah 
proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi dalam penelitian ini 
yaitu dengan melakukan pecatatan terhadap data-data yang hubunganya 
dengan pengawasan implementasi peraturan daerah brebbes no 01 tahun 
2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern di desa kluwut kecamatan bulakamba 
kabupatenn brebes (Studi pasal 16 tentang perizinan) 
2. Metode Interview (Wawancara) Menurut Esterberg (2002) 
mendefinisikan Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara harus dilakukan 
dalam waktu dan tempat yang sesuai sehingga dapat menciptakan rasa 
senang, santai dan bersahabat. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak 
yang terkait seperti pegawai atau staff yang menangani pengawasan 
implementasi peraturan daerah brebbes no 01 tahun 2014 tentang 
penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko 
modern di desa kluwut kecamatan bulakamba kabupatenn brebes (Studi 
pasal 16 tentang perizinan) 
3. Kepustakaan adalah buku-buku, surat kabar, majalah, internet serta 
literatur-literatur yang berkaitan denganpengawasan implementasi 
peraturan daerah brebbes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan 





kluwut kecamatan bulakamba kabupatenn brebes (Studi pasal 16 tentang 
perizinan) 
4. Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2015) dokumentasi yaitu suatu cara 
yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk 
buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan 
serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen 
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi da wawancara 
dalam penelitian kualitatif. Dokemen itu berupa laporan kegiatan, foto-
foto, film dokumenter, peraturan, kebijakan, data yang relevan dengan 
pengawasan implementasi peraturan daerah brebbes no 01 tahun 2014 
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern di desa kluwut kecamatan bulakamba kabupatenn 
brebes (Studi pasal 16 tentang perizinan) 
III.6. Teknik Analisis Data 
Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data 
adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 
mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 
kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun keddalam pola, memilih mana 
yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat 





Analisis yang digunakan dalam pengolahan data dilakukan dengan analisis 
deskriptif. (Milles dan Huberman dalam kardimanto, 2005: 16) analisis deskriptif 
dilakukan setelah penulis memperoleh data dilapangan. Data tersebu kemudian di 
susun secara bertahap agar memudahkan penulis dalam analisisnya. Adapun 
tahapan analisisnya sebagai berikut : 
1. Reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data 
kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dilapangan. 
Reduksi data dilakukan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan 
data yang berhubungan dengan pengawasan implementasi peraturan 
daerah brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di desa kluwut kecamatan 
bulakamba kabupaten brebes (Studi kasus pasal 16 tentang perizinan). 
Dari setiap data yang dipilih, kemudian disilang melalui komentar 
narasumber dalam wawancara dan observasi di desa kluwut. 
2. Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi 
menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada 
awalnya terpisah menurut sumber informasi kemudia disusun pada saat 
diperolehnya informasi tersebut. Maka data tersebut diklarifikasi menurut 
pokok-pokok permasalahan yang menjadi pembahasan. 
3. Menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data 
yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Selaras dengan 





dengan hal-hal yang khusus, sampai pada merumuskan kesimpulan yang 
sifatnya umum. 






Gambar 3.1 : Bagan Model Analisis Interaktif 
III.8. Sistematika Penulisan 
Agar pembahasan dalam proposal dapat lebih terarah dan sistematis. Maka 
pembahasan akan dibagi menjadi tiga BAB. Dengan sistematika sebagai berikut : 
1. BAB I : Tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 
2. BAB II ` : Tentang Kerangka Teori yang  berisi Tentang Pengertian 
teori tentang pengawasan, teori tentang implementasi, Peraturan Daerah 
Brebes No. 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, perizinan pasar, 














3. BABA III : Tentang Metode Penelitian yang berisi tentang jenis dan tipe 
penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, 







DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
IV.1. Gambaran Umum Kacamatan Bulakmba 
1. Letak Geografis 
Bulakamba adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa 
Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berada di pesisir utara Kabupaten 
Brebes, dan dilalui jalur Pantura.  dengan luas wilayah 102,93 ditempati 
dengan 181.989 orang  dan memiliki kepadatan penduduk 1,561 jiwa/km²  
Dengan batas wilayah : 
- Utara : Laut Jawa 
- Timur : Kecamatan Wanasari 
- Selatan : Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan 
- Barat : Kecamatan Tanjung 
 





2. Letak Demografis 
Jumlah penduduk Kacamatan Bulakamba secara umum mengalami 
pertambahan di setiap tahun, jumlah penduduk terbesar berada di tahun 
2019 yaitu berada di desa kluwut yaitu sebanyak  181.989 
Tabel IV.01 
Penduduk menurut Desa danJenis Kelamin tahun 2019. 
Desa Laki-
laki 
Perempuan Jumlah Presentase  
(%) 
Tegalglagah 7.304 4.159 11.460 
6 
Petunjugan 6.285 3.514 9.799 
5 
Jubang 2.591 1.286 3.877 2 
Dukuhlo 4.311 2.496 6.807 4 
Cipelem 5.479 2.659 8.138 4 
Banjaratma 5.795 3.379 9.174 
5 
Siwuluh 5.084 2.876 7.960 4 
Luwugragi 8.359 3.935 12.294 
7 
Bangsri 11.060 5.836 16.896 9 
Rancawuluh 5.917 2.996 8.913 
5 
Bulusari 6.233 3.250 9.483 5 
Karangsari 3.318 1.796 5.114 
3 
Kluwut 13.907 7.172 21.079 12 
Bulakparen 2.053 1.143 3.196 
2 
Cimohong 5.007 2.644 7.651 
4 
Grinting 11.866 6.294 18.160 10 
Bulakamba 3.984 2.321 6.305 
3 






Pulogading 3.774 2.090 5.864 
3 
Jumlah 118.630 63.359 181.989 100 
Sumber : Badan pusat stastistik kabupaten brebes 
Tabel IV.02 
Jumlah Penduduk menurut desa dan kelompok umur  tahun 2019 
Desa Umur  Jumlah Presentase 
(%) 
0-14 15-65 65+ 
Tegalglagah 2.466 8.593 364 11.460 
6 
Petunjugan 2.058 7.377 146 9.799 5 
Jubang 851 2.880 262 3.877 2 
Dukuhlo 1.400 5.145 266 6.807 4 
Cipelem 1.825 6.047 392 8.138 4 
Banjaratma 1.952 6.830 262 9.174 5 
Siwuluh 1.716 6.018 226 7.960 4 
Luwugragi 2.727 9.240 327 12.294 7 
Bangsri 3.934 12.500 462 16.896 9 
Rancawuluh 1.933 6.645 335 8.913 
5 
Bulusari 2.261 6.930 292 9.483 5 
Karangsari 1.181 3.766 167 5.114 3 
Kluwut 4.969 15.597 513 21.079 12 
Bulakparen 732 2.357 107 3.196 2 
Cimohong 1.792 5.631 228 7.651 4 
Kluwut 4.068 13.544 548 18.160 10 
Bulakamba 1.487 4.586 232 6.305 3 
Pakijangan 2.301 7.173 345 9.819 5 
Pulogading 1.421 4.217 226 5.864 3 
Jumlah 41.074 135.076 5.839 181.989 100 




















Tegalglagah 112 12 14 134 4.377 523 
Petunjugan 131 3 - 606 3.626 4.623 
Jubang 23 2 - 215 307 1.207 
Dukuhlo 12 - - 719 1.456 3.640 
Cipelem 37 43 1 327 172 874 
Banjaratma 106 14 3.021 390 1.319 384 
Siwuluh 45 3 2.708 279 2.430 50 
Luwungragi 7 2 174 82 987 3.577 
Bangsri 26 2 50 210 2.165 3.265 
Rancawuluh 60 3 50 112 2.400 1.700 
Bulusari 62 8 178 4.545 1.312 536 
Karangsari 95 5 15 40 2.313 1,1 
Kluwut 49 1 - 7.997 2.629 153 
Bulakparen 17 3 49 1.349 270 157 
Cimohong 33 3 94 190 314 1.951 
Grinting 220 4 315 309 2.930 4.340 
Bulakamba 225 11 515 1.426 418 2.750 
Pakijangan 56 5 180 353 1.518 222 
Pulogading 15 1 - 95 619 1.427 

















Tegalglagah - 6 8 - 42 800 
Petunjugan - 575 - - 17 15 
Jubang - - 85 - 4 25 
Dukuhlo - 2 2 1 4 20 
Cipelem 874 14 - - - 7 
Banjaratma 5 2 61 - 116 18 
Siwuluh 9 2 93 - 16 22 
Luwugragi 3 1.375 - - 18 29 
Bangsri 85 - 4 3 8 23 
Rancawuluh - - 11 - 17 70 
Bulusari 23 8 10 13 39 107 
Karangsari 55 1 7 2 7 9 
Kluwut 4.452 1 18 - 10 3.254 
Bulakparen 12 1 - - 8 52 
Cimohong 25 15 9 2 14 589 
Grinting 38 150 365 18 2 23 
Bulakamba 6 10 15 - 72 30 
Pakijangan 15 14 6 - 24 336 
Pulogading 2.900 25 41 - 6 15 
Jumlah 8.802 2.201 735 39 424 2.206 







Terdiri dari 19 Desa diantaranya adalah : 
1. Bangsri  11. Karangsari 
2. Banjaratma  12. Kluwut 
3. Bulakamba  13. Luwungragi 
4. Bulakparen  14. Pakijangan 
5. Bulusari  15. Petunjungan 
6. Cimohong  16. Pulogading 
7. Cipelem  17. Rancawuluh 
8. Dukuhlo  18. Siwuluh 
9. Kluwut  19. Tegalglagah 
10. Jubang 
Tabel IV.04 
Banyaknya RT dan RW Menurut Desa 2019 
Desa RT RW 
Tegalglagah 61 12 
Petunjugan 33 6 
Jubang 17 3 
Dukuhlo 40 8 
Cipelem 20 7 
Banjaratma 59 11 
Siwuluh 23 4 
Luwungragi 42 8 
Bangsri 55 10 
Rancawuluh 28 7 
Bulusari 47 11 
Karangsari 25 4 





Bulakparen 15 4 
Cimohong 25 5 
Grinting 57 5 
Bulakamba 17 5 
Pakijangan 36 9 
Pulogading 24 5 
Jumlah 692 140 
Sumber : Badan pusat stastistik kabupaten brebes 
4. Kondisi Sosial Budaya  
Kondisi sosial juga mencakup bidang pendidikan dan kesehatan. Apabila 
tingkat pendidikan dan kesehatan di Kacamatan memadai, maka akan 
terciptanya kondisi sosial yang ideal. 
IV.2. Gambaran Umum Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba 
Desa Kluwut, salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah 
administrasi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, merupakan saah 
satu desa yang dijadikan sebagai pusat aktivitas nelayan. Desa Kluwut 
terletak di sebelah barat kecamatan Bulakamba dan dilalui oleh jalur utama 
pantai Utara (Pantura). Jika kita melewati jebatan disebelah barat kantor 
kelurahan Desa Kluwut, suasana sebagai desa nelayan dengan adanya 
pemandangan melabuhnya ratusan kapal nelayan di sepanjang Sungai 
Kluwut. Di Desa Kluwut ini juga terdapat pusat pendaratan Ikan dan 
Tempat Pelelangan ikan (TPI) yang cukup besar. 
1. Letak Geografis 
Desa kluwut juga di aliri sungai kluwut, sungai besar yang 





Kluwut Barat. Dan semua fasilitas yang ada di desa kluwut sebagai berikut. 
Desa kluwut perbatasan langsung dengan beberapa desa dan kecamatan 
tetangga seperti: 
-Sebelah Utara    : Desa Grinting dan Desa Cimohong 
-Sebelah timur : Desa Grinting, Desa Karangsari, Desa Rancawuluh dan 
Desa Cipelem. 
-Sebelah Barat     : Desa Bulakparen, Desa Cimohong 
-Sebelah Selatan: Desa Dukuhlo, dan Desa Bulakparen 
Gambar 4.2 Peta Wilayah Desa Kluwut 
Desa Kluwut memiliki luas wilayah 830,890 Ha, yang terdiri dari 
lahan sawah 664,090 Ha dan lahan bukan sawah atau lahan darat sebanyak 
186,800 Ha. Untuk transportasi darat menggunakan jalur raya Cirebon - 
Tegal, Jakarta - Semarang, Jakarta - Purwokerto, sedangkan untuk jalur 






2. Kondisi Demografis 
Diantara komposisi penduduk yang dapat disusun, komposisi 
penduduk menurut umur, dan jenis kelamin merupakan yang terpenting. 
Berikut jumlah penduduk di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes pada tahun2019 menurut kelompok umur. 
Tabel IV.05 
Jumlah penduduk Desa Kluwut Menurut umur tahun 2019 
Umur(tahun) Jumlah Presentase (%) 
0-14 4.969 23,57 
15-65 15.697 74,46 
65+ 513 2,43 
Jumlah 21.079 100 
Sumber :Sumber : Badan pusat stastistik kabupaten brebes 
Berdasarkan data Desa Kluwut pada tahun 2019, jumlah penduduk 
Desa kluwut  tercatat sebanyak  21.079 yang terdiri dari 0-14 berjulah 4.969 
jiwa,  15-65 berjumlah 15.697  jiwa dan 65+ berjumlah 513 jiwa yang 
terbagi ke dalam 16 RW dan 69 RT. Laju Petumbuhan penduduk di Desa 
kluwut berjalan cepat. Hal ini ditandai dengan angka kelahiran yang tinggi, 
sehingga kelompok bayi dan balita adalah jumlah terbesar dari total 
penduduk Desa kluwut. 
Tabel IV.06 
Banyaknya penduduk desa kluwut menurut mata pencaharian 2019 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 PNS 49 
2 TNI/Polri 1 
3 Swasta - 
4 Pedagang 7.997 
5 Petani 2.629 





7 Nelayan 4.452 
8 Peternak 1 
9 Jasa 18 
10 Pengrajin - 
10 Pekerja Seni - 
11 Pensiunan 10 
10 Lainnya 3.254 
Sumber : badan pusat stastistik kabupatenn brebes 
Tingkat pendidikan di Desa Kluwut Kacamatan Bulakamba 
Kambupaten Brebes Tahun 2019. Di sisi lain, tingkat pendidikan 
masyarakat Desa kluwut tercatat cukup tinggi. Tidak sedikit yang mampu 
menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana atau diploma. Namun 
tidak dapat disangkaltahun  2019, sebagaian besar penduduk Desa kluwut 
hanya menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), bahkan 
tidak sedikit yang tidak tamat SD.  
Tabel IV.07 
Penduduk bedasarkan tingkat pendidikan di desa kluwut tahun 2019 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase (%) 
1 Tamat akademi 96 1 
2 Tamat SLTA Sedrajat 1.986 14 
3 Tamat SLTP Sederajat 2.654 19 
4 Tamat SD Sedrajat 2.887 20 
5 Tidak tamat SD 3.132 22 
6 Belum tamat SD 1.338 9 
7 Tidak sekolah 1.435 10 
8 Putus sekolah 562 4 
Jumlah   14.090 100 








Jumlah pemeluk agama di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes Tahun 2019 
No Agama Jumlah Presentase (%) 
1 Islam 21.079 100 
2 Kristen 0 - 
3 Prostestan 0 - 
4 Budha 0 - 
5 Hindu 0 - 
Jumlah  21.079 100 
Sumber :badan pusat stastistik kabupaten bulakamba 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa masyarakat Desa 
Kluwut keseluruhannya beragama  Islam (21.079), Kristen (0), Protestan 
(0), Budha (0), dan Hindu (0). Dari jumlah penduduk di Desa Kluwut yang 
berjumlah 21.079 jiwa. 
3. Pemerintahan 
Kepala Desa Kluwut bernama Zaenal Arifin, Desa kluwut terbagi 
menjadi 69 RT daan 16 RW. 
4. Kondisi Sosial Ekonomi 
Perekonomian masyarkat Desa Kluwut banyak ditunjang dari sektor 
perikanan. Hal ini disebabkan memang sebagian besar penduduknya 
berprofesi sebagai nelayan dan buruh tani serta pedagang.  Sedangkan 
profesi sebagai  petani, buruh pabrik, buruh proyek, penyedia jasa juga 
banyak digeluti. Bahkan banyak masyarakat yang mempunyai profesi 
ganda tergantung pada tuntutan musim dan tersedianya modal. Hal tersebut 





digeluti oleh masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan dan 
meningkatkan taraf hidup. 
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kluwut tergolong pada taraf 
menengah ke bawah, Akhir-akhir ini laju perkembangan ekonomi di Desa 
Kluwut sedikit demi ssedikit mengalami kemajuan. Disamping itu, 
sebagian besar penduduk Desa Kluwut juga merantau ke kota besar seperti 
Jakarta dan Bandung. Para penduduk yang merantau berharap dapat 
memperbaiki perekonomian mereka. Profesi apapun mereka jalani demi 
bertahan hidup di kota metropolitan. Sehingga seringkali Desa Kluwut 
terlihat sepi. Meskipun sebenarnya jumlah penduduk Desa Kluwut tidaklah 
tergolong sedikit. 
5. Kondisi Sosial Budaya : 
Masyarakat kluwut terdiri atas  suku Jawa, Kondisi Sosial dan 
Budaya Desa Kluwut memiliki kehidupan sosial dan budaya yang cukup 
kental, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antara masyarkat 
yang terjalin di lingkungan masyarkatnya masih merupakan warisan nilai 
budaya. Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial 
budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap 
menjaga warisan leluhurnya. Hal ini dapat terlihat dalam setiap upacara-
upacara adat yang masih berlangsung secara terus-menerus dari generasi 







6. Sarana Prasarana 
a. Fasilitas pendidikan di desa kluwut:  
• Ra Muslimat NU Kluwut ( Kluwut Timur )  
• TK Pertiwi Kluwut ( Kluwut Barat )  
• Tk Aisyah Kluwut ( Kluwut Timur )  
• Paud Al Fallah Kluwut ( Kluwut Timur )  
• Paud Adinda Kluwut ( Kluwut Timur ) 
• MI Al Mujahidin ( Kluwur Timur ) 
• MI Al Ikhlas 02 ( Kluwut Barat )  
• SDIT Muslimat NU Kluwut ( Kluwut Barat ) 
• SDN01 Kluwut ( Kluwut Timur )  
• SDN02 Kluwut ( Kluwut Timur )  
• SDN03 Kluwut ( Kluwut Barat )  
• SDN04 Kluwut ( Kluwut Barat ) 
• SMP Muhammadiyah ( Kluwut Timur )  
• MTS Al Ikhlas 02 ( Kluwut Barat ) 
• SMKN01 Bulakamba ( Kluwut Barat )  
• SMK Larenda ( Kluwut Barat ) 





• Kongsi/pasar ikan ( Kluwut Timur )  
• Pasar Desa Kluwut ( Kluwut Barat ) 
• Pasar esuk sarma ( Kluwut Timur ) 
• Indomaret 01 ( Kluwut Barat ) 
• Indomaret 02 ( Kluwut Barat ) 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BREBES NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN 
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 
DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES 
(Studi pasal 16 tentang perizinan) 
Dalam Perda No 01 tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menyatakan bahwa Pasar 
adalah area tempat jual beli barang dan jasa dengan satu penjual atau lebih baik 
yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, 
pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dalam perda tersebut pada pasal 16  
menyatakan bahwa untuk melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern, wajib memiliki : 
a. IUP2T untuk Pasar Tradisional; 
b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat Perdagangan;dan 
c.  IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, 
Hypermarket dan Perkulakan. 
Hal ini menjadi problematika tersendiri dimana masih ada beberapa pasar-
pasar khususnya toko modern yang belum mengantongi surat izin usaha dari 
Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Brebes akan 







Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul 
Pengawasan implementasi Peraturan Daerah Brebes No 01 Tahun 2014 Tentang 
Penataan dan Pembiaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Penelitian ini memilih 
informan tidak pada besaran tetapi kedalam informasi yang di dapatkan dengan 
memilih orang-orang yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada di 
dalam penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini 
memiliki kepercayaan bagi pembaca. Metode  penelitian yang digunakan dalam 
memperoleh data yakni melalui wawancara secara mendasar dan mendalam pada 
keseluruhan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah 
dilakukan dengan informan yang menangani masalah pengawasan perizinaan 
toko modern (IUTM) di Kabupaten Brebes serta yang berwenang dilapangan dan 
hasilnya akan disajikan dalam bentuk laporan. Hasil penelitian ini juga dilengkapi 
pula dengan berbagai jenis data skunder lain yang berfungsi sebagai data 
pendukung analisis deskriptif tersebut.  
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengawasan Implementasi  
Peraturan Daerah Brebes No 01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Desa Kluwut 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, 
UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes Satpol PP Kab. Brebes. Dan untuk 








Pokok Penelitian mengenai Pengawasan implementasi peraturan daerah 
Brebes No 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, 
pusat perbelanjaan dan toko modern di desa kluwut kecmatan bulakamba 
kabupaten brebes adalah sebagai berikut : 
a. Pengawasan implementasi peraturan daerah Brebes No 01 tahun 2014 
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten 
Brebes, proses pengawasan menurut brantas (2009:195) 
1. Menetapkan standar 
2. Mengukur pelaksanaan (hasil pelaksanaan) 
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar 
4. Melakukan tindakan (Korektif) 
b. Pasar modern diukur dengan unit analisis sebagai berikut :  
1. Dimiliki, dibangun/dikelola oleh swasta.  
2. Perizinan/ Izin usaha toko modern (IUTM) 
3. Fasilitas Toko modern 
4. Monitoring 
Metode apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, peneliti akan 
memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa informan yang berhubungan 
dengan  pengawasan implementasi peraturan Daerah Brebes No 01 tahun 2014 
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko 
modern di desa kluwut kecamatan bulakamba kabupaten brebes dan untuk 







tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional,pusat perbelanjaan 
dan toko modern di desa kluwut  kecamatan bulakamba kabupaten brebes. 
Informasi yang di peroleh dalam penelitian ini dengan menggunakan 
Purposive Sampling. yaitu : 
1. Penegak Perda dalam hal ini Satpol PP Kab. Brebes 
a. Edy Hermawan, SH. MH 
(Kepala bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban 
Umum Satpol PP Kab. Brebes) 
2. Pelayanan Perizinan tempat usaha dalam hal ini Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Kab. 
Brebes 
a. Bapak Agus Santoso, S.Sos, MM 
(Kepala Bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes) 
b. Ibu Betty, SE 
(Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes) 
3. Penataan dan pembinaan pasar dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM 
dan perdagangan Kabupaten Brebes Kab. Brebes 
a. Bapak Untung Purnomo, SE    
(Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 







4. Pemilik atau Penglola toko modern ( Indomaret) di desa Kluwut 
kecamatan Bulakamba Kab. Brebes 
a. Ibu Susi Susialawati Sasmitha (pemilik Indomaret Kluwut 
Timur) 








V.1.  Hasil Penelitian 
Hasil penelitian dilapanga mengenai pengawasan implementasi Peraturan 
Daerah Brebes No. 01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Desa Kluwut Kec. 
Bulakamba Kabupaten Brebes (Studi kasus pasal 16 tentang perzinan) yaitu ada 4 
: 
1. Menetapkan Standar 
 Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar 
pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang 
dapat digunakan sebagai“patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, 
sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. 
Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang 
pimpinan harus mempunyai standar dalam mengukur evaluasi kinerja 
bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum 
bawahan melaksanakan pekerjaanya. 
a. Perda No 01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern 
➢ Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi 
pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Bagaimana tanggapan ibu 
mengenai adanya peraturan Daerah Brebes No 01 tahun 2014 tentang 
penataan dan pembinaan pasar tradisionaal, pusat perbelanjaa dan 







“jika mengenai penataan pasar itu kan yang tau Dinas 
perdagangan jika disini hanya untuk pelayanan perizinan terutama di 
OSS sekarang kan ada ijin yang online jadi semua ijin usaha jadi 
satu, untuk ijin usahakan diklasifikasikan 3  tergantung modalnya 
jika modalnya dibawah 50 juta itu namanya UMKM mikro, jika yang 
50 juta keatas sampai 500 juta itu menengah. Lah OSS itu ada 3 itu 
terus untuk yang kemarin kan ada juga banyak pedagang kecil yang 
mendapat bantuan uang dari pemerintah masalah UMKM yang 
2.400.000 itu ijin usahanya lewat OSS soalnyakan pemohon bisa 
sendiri, bisa langsung ada keluar ijin usaha ya itu disini hanya ijin 
perizinannya aja. Dinas perdagangan itu kan teknis sendiri dinas 
teknis misalnya SIUP, waralaba izinnya bisa disini tapi 
rekomendasinya dari dinas pedagangan  atau dinas terkait”. 
(wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. 
SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan 
Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana tanggapan bapak mengenai peraturan 
daerah Brebes No 01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di kabupaten 
brebes ? 
 “Perda No 1 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern Kab. Brebes ini 
merupakan aturan atau regulasi dalam rangka kita mengatur adanya 
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, yang 
berkaitan dengan perda ini kewenangan satpol pp itu terutama pada 
pengaturan baik dari ketaatan dari yang berkaitan dengan toko 
modern  jadi setiap ada usaha apapun diKabupaten Brebes itu harus 
memiliki dokumen  perizinan yang lengkap jadi untuk mengurus 
usaha itu harus memiliki izin dulu dan sebagai pedoman dasar 
hukum dalam hal penataan dan pembinaan pasar”. (Wawancara 
tanggal 19 November 2020)  
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi, UMKM dan 







Bagaimana tanggapan bapak mengenai peraturan daerah Brebes No 
01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di kabupaten brebes ? 
“Keberadaan perda tentang penataan dan pembinaan 
merupakan upaya atau langgkah kebijakan pemerintah daerah 
Brebes untuk melakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional, 
pusat perbelanjaan dan toko modern yang kian tahun kian tumbah 
pesat. Perda tersebut dijadikan regulasi pedoman bagi pemerintah 
daerah Brebes untuk melakukan penataan dan pembinaan pasar 
diwilayah Brebes.” (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
   Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai 
Peratura Daerah Brebes No 01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perelanjaan dan Toko Modern 
merupakan regulasi yang dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah 
Brebes dalam melaksanakan penataan dan peminaan pasar 
tradoisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah 
Kabupaten Brebes penyelenggaraan perizinaan toko modern di 
kabupaten brebes dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu kabupaten brebes. 
➢ Tujuan dibuatnya Perda brebes No 01 Tahun 2014, Pertanyaan 
diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi pelayanan perizinan 
dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu 
Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah tujuan 
dikeluarkannya Perda Nomor 01 Tahun 2014 ? 
“Tujuann dikeluarkanya Perda tentang penataan dan pembinaan 
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang pasti 
untuk penataan ya mba sekarang di daerah Brebes ini kan banyak 







pedoman dalam penataan dan pembinaan pasar di daerah Brebes 
ini”. (wawancara tanggal 12 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. 
SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan 
Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Apa tujuan dikeluarkannya Perda Nomor 01 
Tahun 2014 ? 
“Tujuan dikeluarkannya perda yang pertama memberikan 
perlindungan kepada UMKM yang kedua mengatur dan menata 
keberadaan dan pendirian toko modern di jalan wilayah tatanan agar 
indah, mendorong terselenggarakannya kemitraan antara pelaku 
usaha pasar dan pelaku UMKM dengan pelaku usaha toko modern, 
memberikan jaminan kepada konsumen”. (Wawancara tanggal 19 
November 2020) 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi, UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
Apa tujuan dikeluarkannya Perda Nomor 01 Tahun 2014 ? 
“Dengan bertumbuh pesatnya pasar yang berada di Kabupaten 
Brebes maka dibutuhkan regulasi untuk mengatur penataan dan 
pembinaan pasar karena pasar tradisional yang kena dampak 
dengan adanya toko toko modern yang sudah mulai masuk ke pelosok 
desa. Perda tersebut bertujuan untuk mengatur penataan dan 
pembinana pasar diwilayah Brebes ini”. (Wawancara tanggal 8 
Desember 2020) 
 
    Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan tujuan Perda 
No 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, 
pusat perbelanjaan dan toko modern bertujuan untuk mengatur dan 
menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko 







tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada; 
Mendorong terselenggarakannya kemitraan antara pelaku usaha pasar 
tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
➢ Efektif, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi 
pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Apakah Perda Nomor 01 Tahun 2014 sudah 
efektif dalam penataan dan pembinaan pasar di wilayah brebes  ? 
“sudah cukup efektif ya”. (wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Apakah Perda Nomor 01 Tahun 2014 sudah 
efektif dalam penataan dan pembinaan pasar di kab. Brebes  ? 
“Masih belum efektif karena berbagai alasan yang ada, sperti adanya 
toko modern yang melanggar ketentuan dalam perda no 01 tahun 
2014 tentang penataan dan pembinaan pasar, Aturan sanksi yang 
diatur dalam perda tersebut dinilai kurang tegas jadi masih ada 
pelangaran-pelanggara yang terjadi, misalnya di pasar saya tidak 
bisa sebut tempat ya, yang jarak dari pasar tradisional kurang dari 
1000 m dan adanya toko modern yang tidak mengantongi izin.” 
(Wawancara tanggal 19 November 2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 







Apakah Perda Nomor 01 Tahun 2014 sudah efektif dalam penataan 
dan pembinaan pasar  ? 
“Menurut saya perda ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
penataan dan pembinaan pasar di Kabupaten Brebes belum bisa 
dikatakan efektif. Kenapa demikian karena masih terdapat 
pelanggaran terhadap penataan dan pembinaa pasar diwilyah brebes 
initapi adanya perda ini juga telah membawa hal positif dalam 
penataan pasar”. (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan peraturan 
daerah No 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern belum bisa dikatakan 
efektif karena masih adanya pelanggaran aturan yang dilakukan 
pelaku usaha toko modern serta  masih adanya permasalahan yang 
belum bisa terselsaikan oleh kehadiran perda ini, akan tetapi tidak 
bisa dipungkiri perda no 01 tahu 2014 tentang penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern 
juga membawa dampak yang positif terhadap penataan dan 
pembinaan pasar di wilayah Kabupaten Brebes. 
Dari beberapa kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan lagi 
bahwa pegawai pelaksana perizinan memahami akan peraturan 
daerah Brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan 
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kehadiran 
perda brebes no 01 tahun 2014 ini belum bisa menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi dilapangan dan aturan sanksi yang dinalai 
kurang tegas sehingga masih adanya pelanggran yang tejadi terhadap 







b. SOP (Standar Oprasional Prosedur) 
➢ SOP perizinan, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi 
administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)  
pendaftaran/pelaporan  izin usaha toko modern (IUTM) ? 
“alur perizinanaya ya berarti pemohon datang kesini kan perizinan 
ada depan Front office kemudian di back office itu ada klasifikasi dan 
pemprosesan  jadi yang pertaman itu sesuai denga SOP  pemohon itu 
datang kesini untuk mengisi formulir terus memenuhi persyaratan 
kemudian setelah persyaratan benar dan lengkap baru kami masukan 
ke  namanaya sistem SIPP itu kaya sistem apa namanya pelayanan ya 
disini. Kemudian setelah di entri setelah selesai di front Office 
kemudian kasih ke saya, saya teliti jika ada kurang lengkap kurang 
benar kembalikan lagi ke pemohon jika sudah lengkap baru 
diveifikasi  di front office  diverifikasi. Misalnya IMB kan ada 
perhitungan dan sebagainya setelah itu nanti di back office  itu nanti 
baru ke kasir yang ada retribusinya itu kekasir bayar jika sudah 
bayar proses selanjutnya cetak tanda tangan kemudian baru keluar 
izinnya” (wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara,Bagaimanakah Standar Operasional Prosedur 
(SOP) pendaftaran/pelaporan  izin usaha toko modern(IUTM) ? 
“Dinas perdagngann, dinas yang menangani pembinaan dan 
penglolaan pasar koperasi dan umkm jadi untuk pendaftaran 
perizinan dinas PTSP. Semisal mau buka tempat usaha toko modern 
datang ke Dinas PTSP untuk mendaftarkan tempat usahanya 
kemudian dinas PTSP akan memberikan surat permohonan 
rekomendasi ke dinas perdagangan, dinas perdagangan akan 
menunjuk tim teknis, tim teknis akan  mensurvey kelapangan apakah 
tempat yang akan dibuat toko modern itu sesuai dengan persyaratan 







kondisi sosial ekonomi masyarakat. Setelah selesai tim teknis 
membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan menyerahkan BAP 
kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan. 
Tim teknis juga mempertimangkan masukan dari masyarakat 
setempat, setelah sesuai dengan persyaratan persyaratan memenuhi 
persyaratan dari dinas kami akan memberikan surat rekomendasi ke 
dinas PTSP bahwa pemohon sudah memenuhi syarat. Surat 
perizinannya akan dikeluarkan oleh dinas PTSP, atau membuat surat 
penolakan jika hasil pemeriksaan ternayata tidak sesuai dengan 
peraturan (Peraturan Daerah, RTRW, RDTR dan Peraturan lainnya), 
kemudian diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan. 
Kami sesuai dengan prosedur perizinan dan mengacu pada perda 
penataan pasar (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kab. Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan 
terhadap oprasional toko modern  ? 
“Kasi membuat perencanaan kegiatan monitoring dan 
evaluasi perizinan kemudian disampaikan ke kapala bidang, kabid 
mempelajari perencanaan monev perizinan dan memberikan 
persetujuan kegiatan, kemudian kasi melakukan listing kebutuhan 
data perizinan meliputi masa berlaku data teknis dan data usaha, kasi 
melakukan pengambilan data pelaksanaan kegiatan perizinan pada 
dinas ptsp, tim melakukan monov dilapangan untuk monitoring 
kegiatan perizinan sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan SOP 
monitoring dan evaluasi”.(Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
standar oprasional prosedur yang digunkan dalam penyelenggaraan 
pengawasan perizinan adalah standar oprasional prosedur (SOP) 
pelayanan perizinan dan mengacu pada peraturan daerah brebes no 01 
tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 







terhadap oprasional toko modern berdasarkan prosedur monitoring 
dan evaluasi perizinan. 
SOP pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes :a. Pemohon 
meminta/mencari informasi ke Loket Informasi b. Petugas Front 
Office memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan 
persyaratan yang diperlukan c. Pemohon mengisi formulir dan 
melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Petugas Front Office 
untuk diperiksa formulir dan kelengkapan persyaratan. d. Jika 
lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke 
Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas 
permohonan dikembalikan lagi ke pemohon e. Kasi Pendaftaran dan 
Verifikasi memverifikasi berkas permohonan IUTM dan memberikan 
disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan 
Penerbitan. f. Kasi Pengolahan dan Penerbitkan mendisposisi kepada 
Petugas Back Office untuk mempelajari berkas permohonan IUTM. g. 
Petugas Back Office membuat konsep surat pengantar permohonan 
rekomendasi kepada Dinas Koperasi,UMKM dan perdagangan 
Kabupaten Brebes . h. Surat Pengantar diparaf oleh Kasi Pengolahan 
dan Penerbitan dan Kabid Pelayanan Perijinan. i. Surat Pengantar 
ditandatangani oleh Sekretaris Dinas. j. Petugas Back Office 
menyampaikan surat pengantar ke Dinas Koperasi,UMKM dan 







Koperasi,UMKMdan perdagangan Kabupaten Brebes memerintahkan 
Anggota Tim Teknis yang ditunjuk untuk melakukan survey lapangan. 
l. Hasil survey lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan Lapangan. m. Kepala Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes mengeluarkan Rekomendasi Teknis 
berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan. n. 
Rekomendasi Teknis disampaikan ke Dinas PMPTSP o. Kasi 
Pengolahan dan Penerbitan menerima Rekomendasi Teknis untuk 
diproses lebih lanjut. p. Petugas Pengetikan mencetak draf Naskah 
IUTM. q. Naskah IUTM diparaf oleh Kasi Pengolahan dan 
Penerbitan, Kabid Pelayanan Perizinan dan Sekretaris Dinas. r. Kepala 
Dinas PMPTSP mempelajari dan menandatangani Naskah IUTM. s. 
Petugas Back Office menerima Naskah IUTM telah selesai 
ditandatangan. t. Petugas Back Office menyampaikan IUTM kepada 
Petugas Front Office untuk diserahkan kepada pemohon dan 
menyampaikan berkas arsip izin kepada Petugas Arsip pada Bidang 
Data dan Informasi. 
Sop monitoring dan evaluas perizinan. Kasi membuat 
perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan kemudian 
disampaikan ke kapala bidang, kabid mempelajari perencanaan monev 
perizinan dan memberikan persetujuan kegiatan,kasi melakukan 
listing kebutuhan data perizinan meliputi masa berlaku data teknis dan 







perizinan pada dinas ptsp, tim melakukan monov dilapangan untuk 
monitoring kegiatan perizinan sesuai dengan data yang ada. 
➢ Kesesuaian ketentuan, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE 
Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah ketentuan dalam 
pendirian toko modern di kabupaten brebes ? 
“itu si mba diatur dalam perda penataan dan pembinaan pasar, 
disitu sudah ada ketentuan-ketentuan untuk pendirian toko modern ya 
misalnya jarak toko modern dengan pasar tradisioanal 1000 m dan 
untuk pusat perbelanjaan 2500 m iya semua sudah ada disitudan ada 
SOPnya”. (wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah: Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
bagaimanakah ketentuan dalam pendiraian toko modern di kabupaten 
brebes? 
“Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan di kabupaten 
brebes kami dinas perdagangan merupakan pengawas dan tim teknis 
yang memproses perizinan dilapangan dalam hal lokasi bangunan 
toko modern yang akan didirikan apakah sudah sesaui dengan 
ketentuan dalam perda. Contohnya jarak antara toko moder dengan 
pasar tradisional diatur harus berjarak 1 km”. (wawancara tanggal 
08 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengawasan terhadap toko modern yang dilaksanakan dinas 
perdagngan terhadap toko modern yang telah berdiriyaitu berdasarkan 







2014 tentang penataann dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelaanjaan dan toko modern. 
➢ Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi 
pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
mendaftarkan/melaporkan  perizinan toko modern ?  
“toko modern itu macam macam si yang ibu tau si yang jelas ada 
blanko  yang harus diisi ya kemudian ada rekomendari ya dari dinas 
perdagangan kemudian nanti akte akte pendirian dan sebagainya 
nanti, saya ngga hafal banyak si” (wawancara tanggal 12 November 
2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah: Apa saja persyaratan yang 
harus dipenuhi untuk mendaftarkan/melaporkan  perizinan toko 
modern ?  
“Izin mendirikan bangunan, HO (gangguan) dan yang lainnya” 
(wawancara tanggal 08 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam 
pendirian toko modern ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 
diantaranya : 
• Fotocopy KTP Pemohon 
• Fotocopy Akte Perusahaan yang sudah disahkan 







• Rekomendasi Surat Izin Toko Modern dari Dinas 
Perdagangan 
• Fotocopy Surat Izin Prinsip Operasional dari Bupati 
• Fotokopi Surat Izin Lokasi 
• Fotokopy SITU, HO 
• Fotocopy IMB 
• Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil 
• Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan. 
• SPPL (untuk minimarket) 
c. Program kerja 
 Proogram-program, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE 
Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah program-program yang ada 
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan ? 
“disini programnya ya sosialisasi OSS itu” (wawancara tanggal 12 
November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. 
SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan 
Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 







pp untuk pelaksanaan penataan dan pembinaan pasar khususnya toko 
modern ? 
“kami dalam penataan hanya bagian penegakan perda jika adanya 
pelanggaran nanti kami yang akan ke lapangan”(Wawancara tanggal 
19 November 2020) 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
apa sajakah program-program yang ada di dinas untuk pelaksanaan 
penataan dan pembinaan pasar khususnya toko modern ? 
“Program banyak seperti ada program peningkatan kemitraan 
usaha dengan berbagai pelaku ekonomi, program pengembangan 
sarana dan prasarana perdagangan, ada program kewirausahaan 
dan keunggulan kopetitif usaha kecil menengah” (Wawancara 
tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pemerintah 
sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem 
yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang 
menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. OSS digunakan 
dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan 
karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun 
perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha 
perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri 
sebelum operasionalisasi OSS. Sedangkan program kerja yang ada di 







program pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, ada 
program kewirausahaan dan keunggulan kopetitif usaha kecil 
menengah. 
➢ Kendala, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi 
pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala yang dihadapi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Brebes dalam pelaksanaan program tersebut ? 
“kendalanya ya kadang pemohon itu ini mba, kadang 
permohonannya itu kurang lengkap dan kurang benar ya mereka 
penginnya mudah cepet tapi susah untuk melengkapi berkasnya 
seperti itu. Kadang kan kaya pernyataan itu kan harus bermatrai 
kadang kadang mereka foto copyan terus mereka memudahkan 
misalnya kaya sertifikat ya pake foto kan burem ya kurang jelas. Jadi 
untuk IMB, IMB kan persyaratannya harus status tanahnya darat tapi 
kadang masih sawah kan harus mengurus dulu ke BPN nanti tidak 
mau kadang seperti itu. Pengennya mudah tapi tidak memenuhi 
persyaratan gitu. Masyarakat itu banyak yang tidak tau cara 
medaftarkan tempat usahanya menggunakan OSS karena kebanyakan 
para pelaku usaha itu ada yang sudah tua kadang juga ada yang 
gaptek mba ya seperti itulah” (wawancara tanggal 12 November 
2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
apakah adanya kendala dalam pelaksanaan program tersebut ? 
“Kendala programnya pasti ada, seperti masyarakat atau pelaku 
usaha, pedagang yang tidak tau menau. Ya semisal kemaren kan ada 
program bantuan dari pemeritah khusus para pedagang dan UMKM 
tapi masih banyak  yang tidak tau bagaimana cara mendaftarnya jadi 







pendaftaran untuk mendapatkan bantun bisa melalui online asal 
sesuai dengan persyaratan yang ada.” (Wawancara tanggal 8 
Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan kendala 
Pemohon yang mengajukan permohonan kadang kala tidak 
memenuhi persyaratan yang ada atau kurang lengkapnya dokumen-
dokumen permohonan perizinan akan tetapi banyak diantaranya yang 
menginginkan proses yang cepat tanpa memenuhi persyatan-
persyataran. Pelaku usaha yang tidak tau bagaimana mengurus 
perizinan tempat usahanya. 
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka dapat 
disimpulkan lagi bahwa program kerja pada dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes adalah program 
OSS (Online Single Submission) dan dinas Koperasi,UMKM dan 
perdaganganadalah kemitraan toko modern dengan umkm lokal, 
bantuan untuk pelaku umkm dan pedagang belum tercapai.  
Berdasarkan kesimpulan kesimpulan diatas maka dapat 
disimpulkan lagi bahwa penetapan standar ini meliputi standar 
organisasi dan pelaksanaan teknis dilapangan yang mana segala 
bentuk pelaksanaan pengawasan dilakukan dilapangan diatur 
sedemikian rupa oleh standar-standar operasionalnya. Adapun standar 
yang ditetapkan dalam melaksanakanpengawasan perizinan ini adalah 
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayananperizinan sebagai alat 







padaperaturan daerah brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, 
untuk standar prosedur terhadap pengawasan toko modern yang sudah 
beroprasi sesuai dengan standar oprasional prosedur monitoing dan 
evaluasi perizinan. 
2. Mengukur pelaksanaan/  hasil pelaksanaan 
Artinya menilai hasil pelaksanaan pengawasan seberapa besar tingkat 
keberhasilan dari pengawasan yang telah dilakukan. (hasil pelaksanaan 
yang telah dilakukan) 
a. Penyimpangan 
➢ Penyimpangan, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi 
administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah masih ada 
penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pemilik toko modern ? 
“ya masih ada, kadang mereka belum berizin tapi sudah berdiri 
setelah berdiri baru izin kalo persyaratannya terpenuhi iya kadang 
ada yang tidak sesauai ketentuan atau syarat-syarat seperti jarak itu 
kan menyalahi aturan” (wawancara tanggal 12 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Apakah masih ada penyimpangan yang dilakukan 







“Ya paling tidak ini kan perda sudah berjalan hampir 5 tahun lebih 
sudah berjalan dari 2014 sampai ini 2020, memang ada hal hal yang 
kita si inginnya idealnya  perda ini berjalan sesuai dengan yang 
direalitakan saja dilapangaan emang ada beberapa pasar pasar 
modern yang belum taat azaz yang artinya ada yang didirikan tapi 
pirizinan dokumennya tidak lengkap atau beridiri disuatu tempat yang 
mungkin ketentuan dengan persyaratan untuk jarak juga belum 
terpenuhi, itu melanggar aturan oleh karena itu untuk kedepan 
pendirian harus disesuaikan dengan perda”. (Wawancara tanggal 19 
November 2020) 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SEKepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
Apakah masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pemilik 
toko modern ? 
“Terkait adanya toko modern yang diisinyalir tidak mengantongi izin 
dan yang melanggar perda,  kami sedang melakukan peninjauan 
kembali kepada toko modern yang melakukan pelanggaran, kami 
biasanya berkoordinasi dengan dinas PTSP melakukan evaluasi 
bersama terkait toko-toko yang diisinyalir melakukan pelanggaran 
dan jika memang terbukti maka kami akan mengintruksikan kepada 
Satpol PP Untuk menindak toko modern yang melakukan 
pelanggaran tersebut.” (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, adanya 
beberapa penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha seperti toko 
modern yang tidak mempunyai izin dan tidak sesuai dengan Perda 
Nomor 01 Tahun 2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, dan toko modern di 








tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertera dalam Perda 
Nomor 01 Tahun 2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang salah satu 
pointnya menjelaskan bahwa jarak antara toko modern harus berjarak 
1000 meter dari pasar tradisional.  
➢ Bentuk penyimpangan, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE 
Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Seperti apakah bentuk penyimpangan 
yang sering terjadi ? 
“jadi kaya toko modern itu kan mestinya harus berjarak 1 km ya 
dengan pasar tradisional ya kadang kadang kurang dari itu kadang 
tidak ada persetujuan dari masyarakat setempat tidak memiliki surat 
izin, jika toko modern harus ada perizinan dari tetangga ya, kadang 
kadang mereka tidak memenuhi itu jadi warga setempatnya itu tidak 
setuju. Kadang pengaduan seperti itu kemudian jika peternakan 
misalnya peternak ayam atau apa itu kan harus persetujuan di dinas 
lingkungan hidup ya kadang kadang mereka bediri dulu baru izin. 
kadang kadang tidak sesuai persyaratan dekat dengan pemukiman 
kan mereka pada komplen bau dan sebagainya itu seperti itu”. 
(wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Seperti apakah bentuk penyimpangan yang sering 
terjadi ? 
“Masih ada beberapa toko modern di Brebes yang melanggar 
ketentuan dalam Perda Nomor 01 Tahun 2014, yakni jarak antara 
toko modern dengan pasar tradisional didalam perda diatur harus 







toko modern dengan pasar tradisional perhadap hadapan, belum lagi 
pelanggaran yang terjadi terdapat toko modern yang belum 
mengantongi izin namun tetap beroprasi, tidak adanya kerjasama 
dengan UMKM lokal dalam perda tersebutkan ada aturan yang 
mngatakan bahwa toko modern melakukan kemitraan usaha dengan 
UMKM lokal tapi dalam kenyataanya jarang ditemukannya produk-
produk lokal yang dipasarkan di toko modern” (Wawancara tanggal 
19 November 2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
Seperti apakah bentuk penyimpangan yang sering terjadi ? 
“penyimpangan yang sering terjadi, tidak memenuhi syarat-
syarat sampai ada yang memang sudah ditegur tapi tetap saja tidak 
mengurusi perizinanya, para pelaku usaha ada yang memalsukan 
surat perizinanya  kami mengetahui dari laporan masyarakat 
setempat setelah di cek memang pelaku usaha tersebut pernah 
mendaftarkan tempat usahanya akan tetapi kami tolak dengan alasan 
bangunan akan didirikan di lahan hijau atau pesawahan tapi 
ternyata mereka tetap mendirikan banguan toko modern.” 
(Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bentuk 
penyimpangan yang terjadi yang pertama jarak antara toko modern 
dengan pasar tradisional yang kurang dari 1000 m, pelaku usaha yang 
memalsukan dokummen-dokumen perizinan, tidak adanya kemitraan 
dengan UMKM lokal dan toko modern yang tetap beroprasi 
walaupun tidak mengantongi surat izin usaha toko modern(IUTM), 
mendirikan toko modern tidak sesaui dengan rencana tata ruang 
wilayah atau berdiri di lahan hijau. 
➢ Alasan Penyimpangan, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE 







Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Mengapa masih ada penyimpangan 
dalam hal perizinan dan non perizinan ? 
“Karena mereka mungkin melihat yang setrategisnya ya kadang 
kadang yang menurut mereka strategis ya itu tanpa melihat 
lingkungan” (wawancara tanggal 12 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. 
SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan 
Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Mengapa masih ada penyimpangan dalam hal 
perizinan ? 
“itu masyarakat kurang sadar akan pentingnya mengurus perizinan 
mematuhi peraturan, ya harusnya masyarakat terutama pelaku usaha 
sadar akan pentingnya suatu perizinan”. (Wawancara tanggal 19 
November 2020) 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
Mengapa masih ada penyimpangan dalam hal perizinan ? 
“Karena kesadaran pelaku usaha kurang, adanya pelaku usaha yang 
nakal, kurangnya pengawasan dari kami karena keterbatasan jumlah 
petugas pengawas, koordinasi yang dilakukan juga belum efektif. 















Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, masih adanya 
penyimpangan yang terjadi karena berbagai alasan seperti masih 
rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk pelaporan tepat usahnya, 
pelaku usaha yang melihat tempat straategis tanpa memperdulikan 
peraturan yang ada. 
b. Sosialisasi 
 Pertanyaan yang peneliti ajukkan kepada informan dari pihak 
pemerintah dalam hal ini kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi 
pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes adalah ; Apakah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Brebes ikut mensosialisasikan Perda Nomor 01 Tahun 2014 ? 
 “jika dinas ini ya sosialisasinya OSS nya, karena istilahnya disini 
itu eksekusinya jika kita kan ada pergub penyelenggaraan perizinan. 
Eksekusinya karena ini kan sudah pelayanan terpadu satu pintu jadi 
perizinan itu muaranya disini jadi kita persyaratannya itu dari 
kementrian masing masing. itukan aslinya dari pusatkan BKPM dan 
itu sebenarnya juga kaya kemaren yang kemudahan untuk berusaha 
perizinan bisa karena ada UU Cipta Kerja itu juga mencakup OSS itu 
jadi kaya dulu kan jika perizinan kan harus kesana kesini ya jika ini 
OSS itu untuk memudahkan perizinan jadi tidak terlalu ribet tidak 
terlalu banyak birokrasi jadi mempermudah dan mempercepat 
perizinan” ”.(wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Apakah Satpol PP ikut mensosialisasikan Perda 







“Jika yang melaksanakan itu dinas teknis yang memangku perda ini 
adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberikan wewenang 
dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern.” (Wawancara tanggal 19 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung 
Purnomo, SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas 
Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes adalah; 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes ikut mensosialisasikan Perda Nomor 
01 Tahun 2014 ? 
“Iya pernah, kami sebagai instansi yang memegang tanggung 
jawab terhadap penataan dan pembinaan pasar tentunya ikut dalam 
sosialisai perda tersebut” (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Sosialisasi 
dilaksanaka oleh dinas perdaaganngan, umkm dan koperasi kabupaten 
brebes selaku pemegang tugas dalam penataan dan pembinaan pasar, 
dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya perizinan tempat 
usaha dan tata cara serta persyaratannya maka setiap masyarakat yang 
datang diberikan pemahaman mengenai Perda Nomor 01 Tahun 2014 
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan 
dan toko modern. 
➢ Sasaran, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi 
pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 







dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Brebes ? 
“Para pelaku usaha”( 12 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Siapa sajakah sasaran dari sosialisasi yang 
dilakukan oleh Satpol PP  ? 
“Masyarakat terutama para pelaku usaha para pedagang” 
(Wawancara tanggal 19 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung 
Purnomo, SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas perdagngann, 
umkm dan koperasi kabupaten brebes adalah;  Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Siapa sajakah sasaran dari sosialisasi yang 
dilakukan oleh Dinas Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten 
Brebes  ? 
“Ya para pelaku usaha diwilayah brebes yang akan melakukan 
mendirikan usaha” (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan sasaran 
sosialisasi dari peraturan daerah Brebes Nomor 01 tahun 2014 tentang 
penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbbelanjaan dan 
toko modern adalah para pelaku usaha daerah Brebes yang akan 
melakukan atau membuka usaha sehingga pelaku usaha 







tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern. 
➢ Hambatan, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi 
administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Apakah hambatan dari pelaksanaan sosialisasi 
yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Brebes? 
“Untuk hambatan sosialisai, masyarakatnya acuh mba” (wawancara 
tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. SH, 
MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan Ketertiban 
Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
apakah hambatan dalam sosialisai yang dilakuakan ? 
“kurangny tau ya, satpol pp hanya penegak peraturan” (Wawancara 
tanggal 19 November 2020) 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
Apakah hambatan dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh 
Dinas Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes ? 
“Hambatan dalam sosialisai antusiasme masyarakatnya kurang” 








Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan hambatan 
dalam pelaksanaan sosialisai masyarakat yang acuh akan sosialisai 
yang diadakan kurangnya antusiasme masyarakat. 
Bedasarkan beberapa kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan 
lagi bahwa Sosialisasi peratura Daerah Brebes No 01 Tahun 2014 
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan oleh dinas 
Koperasi,UMKM dan perdagangan kab. Brebes sebagai pelaksana 
dari penataan dan pembinaan pasar, adanya kendala dalam 
pelaksanaan sosialisasi yaitu antusiasme pelaku usaha kurang. 
Berdasarkan kesimpulan kesimpulan diatas maka dapat 
disimpulkanlagi bahwa dari analisis hasil pengukuran pelaksanaan kita 
dapat menilai sejauh mana tingkat keberhasilan dari pelaksanaan 
pengawasan yang telah dilakukan.Dimana pelaksanaan pengawasan 
yang dilakukan yang tidak berjalan dengan optimal karena dilihat masih 
adanya pelanggaran-pelanggran yang terjadi pada peraturan daerah 
brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, pada pasal 5 dikatakan 
bahwa ketentuan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional 
adalah 1000 meter namun kenyataannya hal tersebut bertolak belakang 
dengan yang terjadi di lapangan. Dari hasil observasi di lapangan 
diketahui adanya toko modern yang letaknya berdekatan dengan pasar-







modern harus memiliki Surat izin usaha toko modern (IUTM) akan 
tetapi di lapangan adanya toko modern yang tidak memiliki Izin Usaha 
Toko Modern (IUTM). 
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar 
 Yaitu membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar, 
digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran-
pelanggaran. 
a. Sumber Daya Manusia 
➢ Keahlian, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi 
administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, bagimanakah keahlian/ kemampuan yang dimiliki 
petugas dalam pelaksana pelayanan perizinan dan non perizinan   ? 
“sudah bagus” (wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, bagimanakah keahlian/kemampuan yang dimilki 
petugas dalam pelaksana penegakan peraturan ? 
“bagus ya, berkompeten” (Wawancara tanggal 19 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung 
Purnomo, SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas 







Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagimanakah keahlian/kemampuan yang 
dimiliki petugas dalam pelaksanaan pengawasan ?  
“keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan tugas sudah baik, 
pemahamannya juga”. (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keahlian 
atau kemampuan yang dimiliki petugas dalam melaksanakan tugasnya 
sudah baik dann berkompeten sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa 
sesuai yang diharapkan. 
➢ loyalitas, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi 
pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah loyalitas dari petugas pelayanan 
didinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab 
brebes  ? 
“loyalitas terhadap pekerjaan, patuh mba” (wawancara tanggal 12 
November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah loyalitas dari  petugas  satpol pp 
dalam melakanakan penyelenggaraan penegakan peraturan ? 
“sangat berloyalitas, berintegritas dalam pelaksanaan tugasnya” 
(Wawancara tanggal 19 November 2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 







perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
bagaimanakah loyalitas dari  petugas pengawasan  didinas 
perdaganagn, umkm dan koperasi kab brebes ?  
“ya sudah cukup baik”” (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas 
dari setiap petugas yanga akan sangat menentukan kemajuan dan 
perkemangan organisasi, dalam hal ini loyalitas yang dimiliki petugas 
dalam melaksanakan tuggasnya sangat baik. 
➢ Jumlah petugas, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi 
administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Barapakah jumlah petugas  Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes 
khususnya bidang pelayanan perizinan dan non perizinan ? 
“kalo ngga salah ada 6 mba, iya ada 6 orang bagian pelayanan” 
(wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. 
SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan 
Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Barapakah jumlah petugas  satuan pamong praja 
Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan penegakan peraturan  ? 
“tergantung bisa 2 bisa sampe 5 tergantung situasi” (Wawancara 
tanggal 19 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 







perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
Barapakah jumlah petugas  pengawasan perizinan di dinas 
perdaganagn, umkm dan koperasi Kabupaten Brebes  ? 
“ada 7, kami sebagai pelaksana pengawasan sekaligus tim teknis 
memang merasa kurangnya jumlah petugas khususnya yang ke 
lapangan wilayah brebes inikan luas” (Wawancara tanggal 8 
Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah 
petugas  dalam penyelanggaran pelayanan pada dinas penanaamn 
modal berjumlah 6 orang, jumlah petugas pada satuan pamong praja 
dalam pennegakan peraturan tergantung pada situasi yang ada, 
sedangkan untuk dinas perdaganga, umkm dan koperasi terdapat 7 
orang petugas, mengalami kekurangan jumlah petugas yang  
dilapangan. 
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan 
lagi bahwa Sumber daya manusia yang dimiliki ketiga dinas sudah 
baik akan tetapi masih adanya kekurangan jumlah pegawai pelaksana 
pengawasan di dinas koperasi, umkm dan perdagangan kabupaten 
brebes karena sebagai tim teknis dan pengawas terhadap toko modern 
yang sudah beroprasi. 
b. Monitoring 
Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara 
seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau 
kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau 







menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya 
yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil 
pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai 
dengan yang direncanakan semula. 
➢ Pelaksanaan Monitoring, Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada 
Bapak Edy Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegakan 
Peraturan daerah dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) 
adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah terdapat 
pengawasan/monitoring dari Satpol PP untuk penataan dan pembinaan 
pasar khususnya toko modern ? 
“Untuk monitoring satpol pp tidak ikut satpol pp hanya bagian 
pelaksanaan jika ada yg menyalahi aturan” (Wawancara tanggal 19 
November 2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah 
terdapat pengawasan/monitoring dari Dinas perdagangan, UMKM 
dan koprasi Kabupaten Brebes untuk toko modern yang sudah 
berdiri? 
“ada tapi tidak menentu, jika adanya laporan dari masyarakat 
nanti kami akan survay kelapangan jika memang toko modern  tidak 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada kami biasanya 
berkoordinasi dengan dinas ptsp dan mengkaji ulang jika terbukti 
melakukan pelanggaran kami akan memanggil pemilik toko modern 
tersebut” (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung 







Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes adalah; 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Berapa bulan sekali pengawasan yang 
dilakukan? 
“Tidak menentu, jika ada laporan dari masyarakat kami akan 
tinjau” (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, Pelaksanaan 
monitoring terhadap toko modern dilakukan tidak menentu dan jika 
adanya laporan dari masyarakat. 
➢ Pelaksana Monitoring, Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada 
Bapak Edy Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak 
Peraturan daerah dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) 
adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah pihak yang 
bertugas dalam hal penegakan peraturan perizinan ? 
“Ya para satpol pp bagian penegakan hukum dan ketertiban umum” 
(Wawancara tanggal 19 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
siapa sajakah pihak yang bertugas dalam hal pengawasan/ monitoring 
pasar khususnya toko modern ? 
“bidang penataan pasar” (Wawancara tanggal 8 Desember 
2020) 
 
Berdasarkan keteragan keteragan diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa petugas pelaksanaan pengawasan toko modern adalah tim 







dilakukan oleh satpol pp bagian penegakan peraturan dan ketertian 
umum. 
➢ Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, SE 
selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
seperti apakah proses pengawasan/ monitoring yang dilakukan Dinas 
perdagangan, UMKM dan koprasi Kabupaten Brebes ? 
“survey ke toko-toko modern istilahnya sidak, kemudian jika 
adanya laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran yang 
terjadi kami biasanya survey melakukan peninjauan” (Wawancara 
tanggal 8 Desember 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. 
SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan 
Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara seperti apakah proses penegakan peraturan 
perizinan yang dilakukan satpol pp ? 
“Iya jika ada surat perintah dari dinas terkait, nanti kami akan 
kelapangan bersama dinas terkait” (Wawancara tanggal 19 
November 2020) 
 
Berdasarkan keterangan-keteragan diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa proses pengawasan dilakukan dengan langsung terjun 
kelapangan dan jika ada laporan dari masyarakat akan dilakuakn 
peninjauan sedangakan untuk proses penegakan peraturan perizinan di 
satpol pp  jika adanya surat perintah dari dinas perdagangan. 
➢ Kendala monitoring, Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak 







Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes adalah; 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara,Apa sajakah kendala yang dihadapi 
dinas perdagangan dalalm pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan 
perizinan? 
“Sesuai dengan perda tersebut jika ada toko modern yang melanggar 
maka kami akan menindaknya dan memberikan sanksi, dalam 
pelaksanaan pengawasan hambatan yang sering terjadi kami selaku 
dinas yang mempunyai tugas pengawasan toko modern kurangnya 
petugas yang melaksanakan pengawasan, koordinasinya yang 
dilakukan kurangf, dan adanya pelaku usaha yang nakal itu juga” 
(Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. 
SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan 
Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah kendala yang dihadapi Satpol PP 
dalalm pelaksanaan penegakan perizinan ? 
“Koordinasinya ya kurang berjalan”(Wawancara tanggal 19 
November 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
monitoring terhadap toko modern dilakukan oleh dinas 
Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten brebes akan tetapi 
dalam pelaksanaan monitoring yang dilakukan tidak menentu (jarang 
dilakukan), kemudian jika adanya laporan dari masyarakat. dan 
adanya kendala yang dihadapi saat pelaksanaan monitoring yaitu 
kendala di dinas Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten 
brebes kurangnya personil, koordinasi kurang baik dan adanya pelaku 







➢ Kendala pelayanan perizinan, Pertanyaan diajuakan kepada Ibu Betty, 
SE Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah kendala yang dihadapi 
dalalm pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan ? 
“kayanya kebanyakan pemohon yang rewel, yang tidak memenuhi 
syarat tapi berkekeh minta, kaya harusnya kan ke Front Office dulu ya 
itu langsung ke kepala dinas ternyata persyaratannya ada yang 
kurang.” 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, kendala dalam 
pelayanan perizinan adalah pemohon perizinan yang terkadang tidak 
memenuhi persyaratan-persyaratan tetapi tetap saja bersikukuh. 
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka dapat 
disimpulkan lagi pelaksanaan fungsi pengawasan tidak selamanya 
dapat berjalan dengan mulus baik berdasarkan kendala internal 
maupun kendala eksternal, Dinas Koperasi,UMKM dan perdagangan 
Kabupaten Brebes menyadari bahwa masih terdapat kendala kendala. 
Kendala Internal muncul karena kurangnya jumlah pertugas di Dinas 
Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes dalam 
melaksanakan monitoring, koordinasi yang tidak berjalan dengan 












Koordinasi merupakan mengatur suatu organisasi atau kegiatan 
agar setiap tindakan dan peraturan yang dilakukan tidak saling 
berbenturan. 
➢ Koordinasi yang dilakukan, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE 
Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimanakah koordinasi yang 
dilakukan dengan dinas terkait dalam mengurus perizinan  ? 
“Dengan menyurati dinas terkait” (wawancara tanggal 12 November 
2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan Satpol 
PP dengan dinas lain dalam penataan dan pembinaan pasar  ? 
“Koordinaasi dengan dinas terkait dengan memanggil pemilik toko 
modern dan diminta untuk mengurus perizinan dan tidak beroprasi 
dan sampai memiliki dokumen perizinan. Memberikan surat teguran 
kepada pemilik toko modern dan untuk segera mengurus perizinan”. 
(Wawancara tanggal 19 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan dengan dinas/instansi 







“Berkoordinasi, memberikan surat rekomendasi jika tim teknis 
sudah survay kemudian memenuhi persyaratan nanti dinas 
perdagangan akan memberikan rekomendasi surat izin toko modern 
ke dinas PTSP ” (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Koordinasi 
yang dilakukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 
pintu Kab. Brebes, satpol pp dan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes dalam menangani pengawasan 
perizinan ataupun penyelenggaraan pelayanan yaitu dengan menyurati 
dinas terkait kemudian melakukan survey kelapangan  
➢ Hambatan koordinasi, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE 
Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah kendala yang dihadapi 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Brebes  dalalm koordinasi dengan dinas terkait? 
“untuk SKPD yang terkait ya mempercepat proses, kaminya sudah 
menyurati dinas terkait tapi dinas terkait pemprosesannya lama jadi 
mereka taunya orang orang ya pemohon itu taunya yang susah 
disini padahal untuk satu ijin kan ada rekomendasi dari dinas ini 
dinas ini kadang kadang dinas yang terkait itu yang lama tapi 
taunya yang disini yang lama, kaya tadi ada laporan dari 
masyarakat masalah peternakan yang bermasalah karena ternyata 
belum mengantongi surat izin itu kami dari dinasnya sudah 
menyurati tapi dinas peternakan belum menindak lanjuti”. 
(wawancara tanggal 12 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan 







Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah adanya kendala dalam 
koordinasi yang dilakukan dengan dinas terkait ? 
“kurangnya komunikasi antar dinas dalam pengawasan, adanya 
kesalah pahaman antar dinas membuat koordinasi yang dilakukan 
tidak berjalan dengan baik” (Wawancara tanggal 19 November 
2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdaganganKab. Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
apakah adanya kendala dalam koordinasi yang dilakukan dengan 
dinas/ instansi terkait ? 
“kami sudah berusaha  menjalankan koordinasi dengan baik tapi 
memang masih adanya kendala dalam koordinasi ini kan 
menyangkut tiga dinas. seperti komunikasi yang kurang” 
(Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, kendala 
saat pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan perizinan adalah 
komunikasi yang kurang efektif dan intensif adanya kesalah 
pahaman antar dinas  sehingga belum terciptanya koordinasi yang 
maksimal antara dinas dinas terkait dalam pelaksanaan pengawasan 
perizinan toko modern. 
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka dapat 
disimpulkan lagi bahwa Koordinasi yang dilakukan ketiga dinas 
yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
Kabupaten Brebes, dinas Koperasi,UMKM dan perdagangan 







dirasa kurang optimal karena karena kurangnya komunikasi antar 
dinas, adanya kesalahan persepsi antar dinas. 
d. Kesadaran pelaku usaha 
➢ Bagaimana kesadaran pelaku usaha dalam perizinan, Pertanyaan 
diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi pelayanan perizinan 
dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu 
Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana 
kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan toko modern ? 
“kesadaran pelaku usaha masih rendah mengenai perizinan mungkin 
karana ketidak tahuan para pelaku usaha bagaimana cara 
melaporkan tempat usahanya.” (wawancara tanggal 12 November 
2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana kesadaran pelaku usaha dalam hal 
perizinan toko modern ? 
“masih ada kurang kesadaran dari pelaku usaha dalam hal perizinan 
dan ketaatan. berdasarkan pasal 16 perda Kab. Brebes no 1 tahun 
2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Setiap orang atau 
badan hukum yang menyelenggarakan usaha wajib menguris 
perizinan” (Wawancara tanggal 19 November 2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 







“masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terkait perizinan sehingga 
dibutuhkannya bimbingan dan pemahaman kepada masyarakat 
khususnya pelaku usaha”. (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, Sebagian 
pelaku usaha masih belum menyadari pentingnya perizinan bagi suatu 
usaha perdagangan karena selain untuk kepentingan pemilik usaha 
perdagangan itu sendiri juga agar usaha perdagangan yang dimiliki 
memiliki status hukum yang jelas dan agar pemilik usaha 
perdagangan tersebut terhindar dari masalah yang tidak diinginkan 
dikemudian hari,  dilihat dari masih rendahnya kesadaran pelaku 
usaha terkait perizinan tempat usahanya. 
➢ Upaya meningkatkan kesadaran, Pertanyaan diajukan kepada Ibu 
Betty, SE Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. 
Brebes: Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana upaya dinas 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Brebes 
untuk mendorong kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan tempat 
usaha ? 
“Ya itu si mensosialisasikan, memberikan kemudahan, keseragaman 
dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku 
usaha.” (wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. 
SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan 
Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 







untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam hal perizinan toko 
modern ? 
“Itu tugas dinas terkait”(Wawancara tanggal 19 November 2020) 
 Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung Purnomo, 
SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan 
perdagangan Kabupaten Brebes adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana upaya Dinas perdagangan, 
UMKM dan koprasi Kabupaten Brebes untuk mendorong kesadaran 
pelaku usaha dalam hal perizinan toko modern ? 
“memberikan pemahaman, pembinaan kepada pelaku usaha 
pentingnya mengurus perizinan”. (Wawancara tanggal 8 Desember 
2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, upaya yang 
dilakukan oleh Dinas Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten 
Brebes dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pindu 
kab.brebes untuk mendorong kesadaran pelaku usaha berupa 
sosialisasi pemahaman perizinan kepada para pelaku usaha. Sosialisasi 
dilakukan agar antara Pemerintah daerah dan toko modern selalu 
terkoordinasi dan mempunyai komunikasi yang baik sehingga hal 
tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pada toko 
modern.  
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan 
lagi bahwa kesadaran yang dimiliki pelaku usaha diwilayah brebes 







Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas maka dapat 
disimpulkan dalam membandingkan pelaksanaan dengan 
standarmembandingkan hasil pelaksanaan dengan standar dan 
pencapaian apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau 
tidak.Dalam membandingkan pelaksanaan dengan standarbertujuan 
untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran atau 
penyimpangan yaitu karenayang pertama  karena  adanya kekurangan 
jumlah petugas dalam pengawasan, yang kedua waktu pelaksanaan 
pengawasan tidak rutin,  ke tiga koordinasi yang dilakukan antara 
dinas/instansi terkait tidak berjalan dengan baik dan yang ke empat 
rendahnya kesadaran pelaku usaha terkait perizinan. Sehingga 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam peraturan daerah no 01 
tahun 2014 tetang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat 
perbelanjaan dan toko modern. 
4. Melakukan tindakan (Action)  
Merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan 
yang telah terjadi. 
a. Perbaikan 
 
➢ Upaya pencegahan penyimpangan, Pertanyaan diajukan kepada Ibu 
Betty, SE Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. 







yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Brebes agar tidak terjadi penyimpangan ? 
“ya dengan memberikan pemehaman kepada masyarakat, 
mensosialisaikannya ya agar masyarakat pelaku usaha mengetaui 
tentang kewajinan perizinan tempat usaha yang dimiliknya ya mba” 
(wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah upaya pencegahan yang dilakukan 
Satpol PP agar tidak terjadi penyimpangan? 
“pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap para pelaku usaha jika 
melanggar aturan,” (Wawancara tanggal 19 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung 
Purnomo, SE selaku Kepala bidang perdaganganDinas 
Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes Kab. Brebes 
adalah; Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah upaya pencegahan 
yang dilakukan Dinas Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten 
Brebes agar tidak terjadi penyimpangan ? 
“pemberian pemahaman kepada pelau usaha pentingnya 
mengurus perizinan dan melakukan pengawasan dengan maksimal” 
(Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, dalam upaya 
pencegahan penyimpangan yang dilakuakan perlunya pemahaman dan 
pembinaan yang diberikan kepada pelaku usah untuk mengurus izin 







maksimal dan diberikannya sanksi yang tegas terhadap pelaku 
penyipangan. 
➢ Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan, Pertanyaan 
diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi administrasi pelayanan perizinan 
dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu 
Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Upaya apasaja 
yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Brebes  dalam meningkatkan kualitas 
pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan ? 
“ya dengan meningkatkan pengetahuan dari jumlah pegawai ya 
kualitas jumlah pegawai kemudian sarana prasarana yang ada disini, 
sanprasarana yang di IT nya ya mba karena sekarangkan semua IT. 
Kaya OSS itu kan pakenya sistem.” (wawancara tanggal 12 November 
2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy Hermawan. 
SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah dan 
Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Upaya apasaja yang dilakukan oleh satpol pp 
Kabupaten Brebes  dalam meningkatkan pengawasan ? 
“tugas dinas terkait” (Wawancara tanggal 19 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung 
Purnomo, SE selaku Kepala bidang perdagangan dinas perdagngan, 
UMKM dan koperasi kabupaten brebes adalah; Menurut 







Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes dalam 
meningkatkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan ? 
“menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara dinas-
dinas yang terkait penambahan petugas dalam pelaksanaan 
pengawasan dan agar dalam penyelenggaraan perizinan terutama 
untuk toko modern di Brebes bisa berjalan dengan baik dan sesuai 
dengan aturan yang berlaku. (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya 
yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yaitu 
dengan memberika atau mensosialisaikan kapada pelaku 
usaha,koordinasi yang baik, penambahan petugas yang melaksanakan 
pengawasan. 
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan 
lagi bahwa perbaikan dilakukan dengan memberikan pemahaman 
mengenai pentingnya perizinan yang dilakukan karena dengan 
mendaftarkan atau melaporkan tempat usahanya maka masyarakat 
akan merasakan ketenangan dalam berusaha dan akan mendapat 
jaminan hukum dari pemerintah setempat yang kedua yaitu dengan 
peberlakuan sanksi yang tegas dan pelaksanaan pengawasaan yang 
rutin. 
b. Sanksi 
➢ Jenis sanksi, Pertanyaan diajukan kepada Ibu Betty, SE Seksi 







Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes: Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Sanksi apakah yang diberikan pemilik tempat 
usaha jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku ? 
“untuk sanksi itu biasanya pemberhentian usaha dari satpol pp” 
(wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Sanksi apakah yang diberikan pemilik tempat 
usaha jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku ? 
“Sanksi kepada pelaku usaha sesuai prosedur yaitu dengan teguran 
3x sampai atas waktu yang ditentukan 15 hari apabila tidak ditaati di 
jatuhi bisa dikenakan penutupan usaha sementara” (Wawancara 
tanggal 19 November 2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung 
Purnomo, SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas 
Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes adalah; 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Sanksi apakah yang diberikan pemilik 
tempat usaha jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku ? 
“Yang pertama dengan teguran, menyurati jika tetap saja tidak 
mengurusi perizinanya nanti kami koordinasikan dengan dinas ptsp 
dan satpol pp kemudian satpol pp yang akan melakukan penutupan 
tempat usaha jika masih saja menyalahi aturan”. (Wawancara 
tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, sanksi toko 
modern yang melanggar, pada tahap awal diberikan peringatan 







diberikan peringatan secara tertulis tiga kali dalam waktu lima belas 
hari kerja untuk setiap peringatan, apabila pelaku usaha tidak 
menuruti ketentuan tersebut maka izin usaha dicabut. 
➢ Pengaruh sanksi yang diberikan, Pertanyaan diajukan kepada Ibu 
Betty, SE Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. 
Brebes: Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Seberapa besar pengaruh sanksi 
yang diberikan terhadap kepatuhan perizinan toko modern ? 
“ya pengaruh dengan dicabutnya izin, ya mungkin kan mereka jadi 
memperhatikan oh ya ini tidak sesuai ketentuan, ada sanksi jera ya” 
(wawancara tanggal 12 November 2020) 
 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Edy 
Hermawan. SH, MH, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan daerah 
dan Ketertiban Umum (Satpol PP Kab. Brebes) adalah; Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara, Seberapa besar pengaruh sanksi yang diberikan 
terhadap kepatuhan perizinan toko modern ? 
“pengaruh, jadi ada efek jera ” (Wawancara tanggal 19 November 
2020) 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Untung 
Purnomo, SE selaku Kepala bidang perdagangan Dinas 
Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes adalah;  
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Seberapa besar pengaruh sanksi yang 
diberikan terhadap kepatuhan perizinan pasar ? 
“Sangat berpengaruh dengan ketegasan sanksi maka para 
pelaku usaha akan patuh akan peraturan semisal dengan 
dilakukannya penutupan toko atapun tempat usaha  jadi pelaku usaha 







yang ada serta mematuhi peraturan tersebut memberikan efek jera 
kepada para pelaku usaha”. (Wawancara tanggal 8 Desember 2020) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, sanksi yang 
diberikan kepada pelaku pelanggar hukum harus memiliki efek jera 
agar pelaku usaha tidakkan mengulangi perbuatannya lagi.  
 Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan 
lagi bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha yang 
melanggar aturan yaitu dengan memberikan surat teguran tertulis, 
pembekuan tempat usaha dan tindakan yang terakhir adalah 
penutupan tempat usaha yang dilakukan satuan pamong praja atas 
surat rekomendasi dari dinas perdagangan dan dinas perizinan. 
 Setiap pelaku usaha toko modern yang melanggar ketentuan 
sebagaimana yang ada dikenakan sanksi administratif secara bertahap 
berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha. 
memberikan Surat Peringatan (SP) pertama pada pelaku usaha toko 
modern. kemudian setelah dilakukannya surat peringatan tersebut 
kemudian toko diminta untuk mengurus surat menyurat mengenai 
perizinan yang harus dimiliki yaitu tentumya Izin Usaha Toko 
Modern (IUTM) tersebut. Pemerintah terkait dalam hal ini Dinas 
Koperasi,UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes memberikan 
kesempatan kepada toko tersebut hingga dapat mengurus perizinan 
yang sesuai dengan ketentuan pemerintah Kabupaten Brebes. Jika 
tidak, maka Surat Peringatan kedua pun di berikan kepada pihak toko 







tersebut disertai dengan pemanggilan pihak toko baik perusahaan 
maupun pribadi untuk diberikan pemahaman atau sosialisasi akan 
perlunya Izin Usaha Toko Modern tersebut. Pemanggilan ini tentunya 
ditujukan agar pelaku usaha mampu untuk mengurus Izin Usaha Toko 
Modern tersebut.  
➢ Pertanyaan yang peneliti ajukkan kepada informan dari pihak 
pemerintah dalam hal ini kepada Bapak Agus Santoso, S.Sos, MM 
selaku Kepala Bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes 
adalah ;  Bagaimanakah perizinan toko modern di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes  ? 
“Jadi perizinan sekarangkan melalui OSS, dimana di OSS itu izin 
bisa dibuat dimana saja tidak harus di Kabupaten yang ditempati 
semisal kita diBrebes mau buat izin dipurwokerto banyumas bisa, izin 
OSS nya keluar tapi itu belum memenuhi izin karena harus memenuhi 
komitmen yang dipenuhi, komitmen yang dipenuhi seperti informasi 
tata ruang nanti informasi tata ruang itu outputnya izin lokasinya 
jika informasi tata ruangnya tidak diperbolehkan walaupun ia sudah  
punya OSS ya tidak boleh  tidak bisa jalan dan jika ditoko modern 
ada peraturan kita harus lebih dari 1 km itu OSS akan muncul 
izinnya tapi di kita tidak akan bisa karena itu sudah tidak sesuai 
dengan perda kita. Nah biasanya contoh-contoh kasus yang sudah 
ada ini mereka seolah olah sudah berizin tapi sebetulnya mereka ini 
tidak memenuhi komitmen dan izin dari kita itu tidak akan dapet. Nah 
biasanya jika sudah seperti itu satpol nanti yang bertindak karena 
disamping oss harus terpenuhi untuk bisa menjalani suatu usaha 
harus memenuhi komitmennya diantaranya tadi ya informasi tata 
ruang diperbolehkan tidak ini jika diperbolehkan ini dalam 
perdagangan tapi ada satu lagi jaraknya ada tidak 1 km dari pasar 
tradisional jika dekat dengan pasar tradisional kita tidak akan bisa 
mengeluarkan, nah jika sudah seperti itu satpol yang akan bergerak. 
Harusnya jika seperti ini sebagai dinas teknis untuk pembina ada 
diperdagangan. jadi kita itu di PTSP hanya dinas administrasi jika 
semuanya izin tataruang sesuai dan yang lainnya nanti akan 







lokasi izin oprasionalnya surat izin toko modernnya ya itu akan 
muncul apabila dari dinas perdagangan memberikan surat 
rekomendasi. 
 
Pertanyaan yang peneliti ajukkan kepada informan dari pihak 
pemerintah dalam hal ini kepada Bapak Agus Santoso, S.Sos, MM 
selaku Kepala Bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kab. Brebes 
adalah ; Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya toko modern 
yang tidak memiliki surat izin tetapi tetap beroprasi ? 
“Nah jika kita itu di Kabupaten Brebes biasanya yang ribet itu yang 
mengurus kasarannya ya calo itu biasanya yang agak ngawur mereka 
punya target harus berdiri sulit itu. Nanti kontrolnya harusnya juga 
ada di dinas perdagangan ini memang untuk toko modern ini 
sebetulnya harus banyak bergerak ini. Jadi jika sekarang ini 
sepertinya dinas perdagangan itu tidak punya power tapi seharusnya 
mereka punya harus punya power karena semuanya timbul ya dari 
bawah. Misal ya adanya aduan dari masyarakat kekita nanti kita 
akan koordinasi dengan dinas terkait kadang macet” (wawancara 
tanggal 12 November 2020) 
 
 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, masih banyak 
ditemukan beberapa bentuk pelanggaran atau penyimpangan terhadap 
isi Perda no 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, Kurangnya power 
yang dimiliki dinas Koperasi,UMKM dan perdagangan 
KabupatenBrebes sehingga masih adanya pelanggaran mengenai 
perizinan di Kabupaten Brebes 
 Berdasarkan kesimpulan kesimpulan diatas maka dapat di 
simpulkan lagi bahwa tindakan perbaikan,tindakan perbaikan yang 







memperbaiki kekurangan yang telah terjadi. Tindakan Perbaikan 
interrnal,  yang pertama penambahan jumlah petugas pada dinas 
koperasi, umkm dan perdagangan kabupaten brebes yang 
melaksanakan pengawasan dilapangan sehingga pengawasan yang 
dilakukan bejalan sesuai rencana. Yang ke dua meningkatkan 
pengawasan dan melakukan pengawasan secara rutin berkala, dengan 
pengawasan yang maksimal maka tujuan pengawasan akan dicapai 
dengan optimal, ketiga meningkatkan koordinasi antara dinas/instansi 
terkait agar setiap kegiatan berjalan dengan rencana dan bisa 
mencapai tujuan yang diinginkan dan yang keempat memberikan 
pemahaman dan pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat 
mengetahui, memahami dan melaksaakan ketentuan yang ada. 
Perbaikan eksternal yaitu dengan pemberlakuan sanksi yang 
tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan no 01 tahun 
2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern agar adanya efek jera terhadap pelaku 











Penglolaan Toko modern ( Indomaret) 
PT Indomarco Prismatama beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan 
retail waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak 
perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang 
menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area 
penjualan kurang dari 200 m2. Toko pertama dengan nama Indomart dibuka di 
Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT Indomarco 
Prismatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba 
pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah gerai hingga 
tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri 
dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan awal tahun 2017, jumlah 
gerai sebanyak 13.000 toko. Mitra usaha waralaba ini meliputi: koperasi, badan 
usaha dan perorangan. Indomaret tersebar merata dari Sumatra, Jawa, Madura, 
Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi dan Ambon. Motto perusahaan adalah "Mudah 
dan Hemat" 
Sejarah Kepemilikan 
Pada tahun 2013, PT Dyviacom Intrabumi Tbk (DNET), mengakuisisi 3 
perusahaan yang bergerak dibidang retail, yaitu PT Nippon Indosari Corpindo 
Tbk (Sari Roti), PT Fastfood Indonesia Tbk (KFC) dan PT Indomarco 
Prismatama (Indomaret). DNET kemudian berubah nama menjadi PT Indoritel 







Saat ini Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai 
mencapai 16.336 (data Januari 2019) gerai, terdiri dari 40% gerai milik 
terwaralaba dan 60% gerai milik perusahaan. 
Visi Dan Budaya Perusahaan 
Dalam proses pendirian dan pengembangan, indomaret menetapkan hal-hal 
sebagai berikut : 
Visi “Menjadi Aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul 
dalam persaingan global” 
Moto “ Mudah dan Hemat” 
Budaya “ Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja 
sama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis serta mengutamakan 
kepuasan konsumen” 
Esensi “ Pendekatan dengan senyuman yang tulus, untuk membangun hidup lebih 
baik” 
Peneliti melakukan wawancara dengan Pemilik Indomaret Kluwut Barat 
Ibu Susi Susialawati Sasmith dan Bapak Ibnu Fajar( kepala toko indomaret 
kluwut timur), pertanyaannya adalah sebagai berikut :  
a. Kepemilikan 
Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk 
memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan 
menggunakannya untuk tujuan pribadi. Pertanyaan diajukan  kepada Ibu 








1. Siapakah pemilik toko modern (indomaret) kluwut ini  ? 
“Bapak Hj. Umar Sidiq dan Ibu Susi Susialawati Sasmitha” 
(Wawancara tanggal 17 Oktober 2020) 
 
2. Kapan awal mula berdirinya indomaret kluwut ini “ 
 
 “Tahun 2005” (Wawancara tanggal 17 Oktober 2020) 
3. Tepatnya kapan tahun berdirinya ? 
 “Lupa tapi tahunnya 2005” (Wawancara tanggal 17 Oktober 2020) 
4. Siapa kepala pimpinan indomaret saat ini ? 
 “Saya tidak tau, semua yang mengatur penglolaan adalah pihak 
indomaret pusat. Saya hanya mendapat hasil per 3 bulan saja” 
(Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
Indomaret Kluwut barat di dirikan oleh Bapak Hj. Umar Sidiq dan Ibu 
Susi Susialawasi Sasmitha pada tahun 2005. 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Ibnu Fajar Selaku 
Kepala Toko Indomaret Kluwut Barat, adalah ; 
1. Siapakah pemilik toko modern (indomaret) ini ? 
 
     “Bapak sarei” “Tahun 2018” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
 
2. Kapan awal mula berdirinya indomaret kluwut ini   ? 
“pendirian  indomaret ini akhir bulan September 2 tahun lalu tepatnya 
tanggal 2018” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
 
3. Tepatnya kapan tahun berdirinya ? 
“Tahun 2018” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
 
4. Siapa kepala pimpinan indomaret saat ini ? 
 
“Ibnu Jafar, untuk tugas kepala toko itu pejabat toko mengurusi 







untuk lebih menuju administrasi gitu mba jika”(Wawancara tanggal 2 
Oktober 2020) 
 
5. Untuk masalah perizinan itu yang mengurusi siapa ? 
 
“ Jika masalah perizinan kami sebagai personil toko itu tidak ngerti  
tidak tau mba paling yang tau itu pihak perusahaan sama yang punya 
ini yang bangun.”(Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
 
 Indomaret Kluwut barat adalah toko modern yang berbentuk 
waralaba yang dibangun pada  30 september tahun 2018 untuk kepala 
toko dijabat oleh bapak Ibn Fajar. 
 Berdasakan kesimpuan-kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan 
lagi bahwa toko indomaret kluwut barat didirikan oleh bapak Hj. Umar 
Sidiq dan Ibu Sasmitha pada tahun 2005 dan untuk indomaret kluwut 
timur didirikan oleh bapak sarei pada tahun 2018 yang dikepalai oleh 
bapak ibnu fajar. 
b. Fasilitas 
Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan 
pelaksanaan fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari 
penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah 
kualitas dan model jasa. fasilitas juga adalah alat untuk membedakan 
progam lembaga yang satu dengan pesaing yang lainya. Fasilitas fisik 
dapat mencakup penampilan fasilitas atau elemenelemen fisik, peralatan, 
personel, dan material-material komunikasi. Tujuannya adalah untuk 
memperkuat kesan tentang kulaitas, kenyamanan, dan keamanan dari jasa 







perlengkapan karyawan, dan sarana komunikasi. Fisik nyata tercermin 
dengan indikator penggunaan perlatan dan teknologi dalam operasional. 
Pertanyaan diajukan  kepada Ibu Susi Susialawati Sasmitha 
Selaku pemilik Toko Indomaret Kluwut, adalah 
1. Semisal ada kerusakan bangunan ataupun sarana prasarana yang ada 
ditoko siapa yang mengurusi hal tersebut ? 
“Pihak Indomaret” (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
2. Sarana prasarana apa saja untuk mendukung kegiatan di toko 
indomaret tersebut ? 
“Itu urusat indomaret pusat, saya hanya pemilikjadi ngga tau apa-apa” 
(Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
3. Kendala apakah yang dihadapi indomaret ? 
 
“iya itu yang mengetahui pengurus indomaretnya” (Wawancara 
tanggal 17 September 2020) 
 
  Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ibu 
sasmitha selaku pemilik toko tidak mengetahui fasilitas apa saja yang 
ada di indomart karena fasilitas atau sarana prasarana yang mengurus 
kepala toko inomaret atau pusat. 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Ibnu Fajar 
Selaku Kepala Toko Indomaret Kluwut Barat, adalah ; 
1. Sarana prasarana apa saja untuk mendukung kegiatan di toko 
indomaret tersbut ? 
“Untuk sarana termasuk atribut promo ya sebagai penjelas ya sperti 
atrributnya itu seperti lospeker, bank E mobile, dan masih ada lagi” 








2. Apakah menurut sarana prasarana tersebut sudah baik untuk kegiatan 
toko? 
“Untuk atributnya sudah lengkap semua” (Wawancara tanggal 2 
Oktober 2020) 
 
3. Bagaimanakah sistem kerjanya ? 
 
“Disinikan berupa toko normalkan itu dua sift, sift pagi sama sift siang. 
Dari sift pagi itu wilayah Brebes tegal itu buka jam 7 pagi jika sift siang 
masuk jam 2 sampai tutup toko jam 10  malam. Jika  disini toko normal” 
(Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
 
4. Semisal ada kerusakan bangunan ataupun sarana prasarana yang ada 
ditoko siapa yang mengurusi hal tersebut ? 
“Ada pihak dari pusat, misal ada kerusakan nanti titidakl anak toko 
konfirmasi nanti ada yang menangani sendiri, konfirmasi menggunakan 
aplikasi nanti titidakl di input aja” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
 
5.  Kendala apa yang sering dihadapi dalam penglolaan toko indomaret ? 
“Jika ditoko sini si nggka ada kendala si cuma jika weekend itu sepi yang 
disayangkan itu sepi karena kebanyakan mayoritas pembeli ditoko ini itu 
yang pembelinya itu anak anak sekolah” (Wawancara tanggal 2 Oktober 
2020) 
 
Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulka bahwa 
fasilitas yang tersedia di toko indomaret kluwut timur sudah daiatur oleh 
pusat. 
c. Perizinan tempat usaha 
Surat Izin usaha toko modern merupakan legalitas yang diberikan 
oleh badan hukum setempat kepada perseorangan, perusahaan maupun 
badan untuk memperoleh perizinan toko modern. 
Pertanyaan diajukan  kepada Ibu Susi Susialawati Sasmitha Selaku 







1. Apakah indomaret kluwut ini sudah mengantongi surat izin Toko 
modren ? 
 “Surat ada”(Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
2. Tepatnya kapan mendaftarkannya ? 
“Saya lupa ya 2005an sepertinya” (Wawancara tanggal 17 September 
2020) 
 
3. Siapakah yang mengurus pendaftaran untuk perizinan indomaret ? 
 
“Saya sendiri (Susi Susilawati Sasmitha)” (Wawancara tanggal 17 
September 2020) 
 
4. Bagaimana proses atau alur pendaftarannya  ? 
 “Saya mau buat indomaret, nanti setelah itu kita bangun” 
(Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
5. syarat syarat apa saja yang harus dipenuhi untk mendaftarakn 
perizinan indomaret itu ? 
“Ya dokumen-dokumen” (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
6. Setiap  perizinan kan mempunyai jangka waktu atau masa berlaku  
sperti 5 tahun sekali harus diperpanjang . untuk indomaret itu kapan 
terakhir kali memperpanjang perizinannya ? 
“Tidak” (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
-Untuk dokumen dokumen perizinannya apakah saya boleh lihat ? 
“Tidak bisa”. (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
  Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa pemilik toko modern di desa kluwut barat tidak 
mendaftarakan ulang perizinanya, dan menutup-nutupi dokumen 







  Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Ibnu Fajar 
Selaku Kepala Toko Indomaret Kluwut Barat, adalah ; 
1. Apakah indomaret kluwut ini sudah mengantongi surat izin Toko 
modren ? 
“Jika itu saya tidak tau yang ngurusin pemilik tokonya” (Wawancara 
tanggal 2 Oktober 2020) 
 
2. Setiap  perizinan mempunyai jangka waktu atau masa berlaku seperti 
5 tahun sekali harus diperpanjang . untuk indomaret itu kapan 
terakhir kali memperpanjang perizinannya ? 
 “Jika masalah perizinan kepala toko tidak ikut caampur”(Wawancara 
tanggal 2 Oktober 2020) 
 
3. Apakah bapak mengetahui adanya perda no 01 tahun 2014 tentang 
penataan dan pembinan pasar tradisioanal, pusat perbelanjaan dan 
toko modern ? 
      “Tidak tau” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
4. Apakah bapak mengetahui adanya aturan tentang jarak toko modern 
dengan pasar tradisional harus berjarak 1000 m ? 
“Tidak” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulka bahwa 
bahwa Ketidak tahuan kepala toko akan adanya perda tentang 
penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 
toko modern di Kabupaten Brebes menandakan bahwa kurangnya 
pengetahuan ataupun informasi para penglola toko ataupun pemilik 







2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern. Dan kepala toko tidak mengetahui 
tentan izin usaha toko modern(IUTM) yang dikelolanya  karena untuk 
perizinan di urus langsung oleh pemilik toko modern. 
 Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas maka dapat 
disimpulkan lagi bahwa toko modern yang berada di desa kluwut 
barat tidak mendaftarkan ulang perizinan toko modern yang 
dimilikinya dan menutup-nutupi perizinan yang ada, tidak mengtahui 
adanya peraturan daerah brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan 
dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko 
modern, serta kepala toko indomaret kluwut timur tidak mengetahui 
tentang perizinan toko yang dikelolanya karena masalah perizinan 
diurus oleh pemilik toko indomaret tersebut. 
d. Monitoring/Pengawasan 
 
Pertanyaan diajukan  kepada Ibu Susi Susialawati Sasmitha Selaku 
pemilik Toko Indomaret Kluwut, adalah  
1. Apakah ada monotoring atau pengawasan yang dilakukan dinas 
perdagangan ataupun pemerintah kabupaten brebes terhadap toko 
modern yang ibu miliki? 
“tidak ada”(Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
2. Bagaimana taangapan ibu mengenai toko modern yang belom 
mengantongi surat izin tetapi sudah berdiri atau beroprasi ? 








3. Apakah Ibu mengetahuiadanya peraturan daerah no 01 tahun 2014 
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional 
pusat perbelanjaan dan toko modern ? 
“ehm tidak” (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
4. Apakah Ibu mengetahui adanya aturan jarak antara toko modern 
dengan pasar tradisional harus berjarak 1000 m ? 
 “Tidak” (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, umkm dan 
perdagangan Kabupaten Brebes terhadap tempat usaha toko modern yang 
berada di desa kluwut tersebut dan pemilik toko modern tidak mengetahui 
adanya peraturan daerah brebes no 01 tahun 2014 tentag penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta 
tidak mengetahui adanya aturan tentang jarak toko modern dengan pasar 
tradisional. 
Pertanyaan selanjutnya diajukan  kepada Bapak Ibnu Fajar Selaku 
Kepala Toko Indomaret Kluwut Barat, adalah ; 
1. Bagaimana tangapan bapak  mengenai toko modern yang belom 
mengantongi surat izin tetapi sudah berdiri atau beroprasi ? 
“Menurut saya pribadi toko modern yang belum berizin, menurut 
saya si toko modern itu harus ada suraat izin ya, jika tidak ada suraat 
izinnya itu kita beroprasi ya ga tenang misal ada kunjungan misal 
ditanyakan surat izin ternyata belum surat izinnya utu kan bingung 








2. Apakah ada monotoring atau pengawasan yang dilakukan dinas 
perdagangan ataupun pemerintah kabupaten brebes terhadap toko 
modern? 
“Jika itu si yang sering satpol pp iya cuma buat laporan saja si 
cuma foto itu aja” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
 
 -menanyakan surat perizianya atau tidak ? 
 “Tidak” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
3. Pemantauannya satu bulan sekali atau bagaimana ? 
“Tidak mesti si mba, kadang kesini kadang tidak kesini sama 
sekali” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2020) 
 
4. Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan di toko ini terkhir 
kali kapan ? 
“Terakhir itu jika tidak sala awal bulan kemarin berarti bula 
oktober, kesini Cuma ambil gambar doang” (Wawancara tanggal 2 
Oktober 2020) 
 
Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulka bahwa tidak 
adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan, UMKM 
da koperasi Kabupaten Brebes terhadap tempat usaha toko modern 
yang berada di desa kluwut tersebut, yang ada hanya satuan pamong 
praja Kabupaten Brebes yang ke toko modern tersebut akan tetapi 













PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (Perda) NOMOR 
01 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR 
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI DESA 
KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES (Studi 
Pasal 16 tentang Perizinan) 
Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang Pengawasan 
Implementasi peraturan daerah brees no 01 tahun 2014 tentang penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di desa kluwut 
kecaatan bulakamba Kabupaten Brebes (Studi perizinan) menurut teori yang 
dikemukakan oleh Brantas (2009: 195), yang mengatakan bahwa suatu kegiatan 
pengawasan melalui empat tahap, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1. Menentukan Standar  
Penetapan Standar ini meliputi standar organisasi dan pelaksanaan 
teknis dilapangan yang mana segala bentuk pelaksanaan pengawasan 
dilakukan dilapangan diatur sedemikian rupa oleh standar-standar 
operasionalnya. Adapun standar yang ditetapkan dalam pengawasan 
perizinan saat ditempuh adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) 
pelayanan perizinan sebagai alat ukur yang digunakan dalam proses 
pengawasan perizinan saat ditempuh dan mengacu pada peraturan daerah 
brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, 







terhadap pengawasan toko modern yang sudah beroprasi sesuai dengan 
standar oprasional prosedur monitoring dan evaluasi perizinan. 
2. Mengukur Pelaksanaan atau hasil pelaksanaan 
Dari menilai hasil pelaksanaan pengawasan seberapa besar tingkat 
keberhasilan dari pengawasan yang telah dilakukan. Dalam mengukur 
pelaksanaan maka disimpulkan bahwa dalam pengukuran pelasanaan 
pengawasan implementasi peraturan daerah brebes no 01 tahun 2014 
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan 
toko modern di desa kluwut kecamatan bulakamba kabupaten brebes 
(Studi kasus pasal 16 tentang perizinan) belum optimal karena masih 
adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadipada Peraturan Daerah 
Brebes No 01 Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, dalam pasal 5 dikatakan 
bahwa ketentuan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional 
adalah 1000 meter namun kenyataannya hal tersebut bertolak belakang 
dengan yang terjadi di lapangan. Dari hasil observasi di lapangan 
diketahui adanya toko modern yang letaknya berdekatan dengan pasar 
tradisional. Dalam pasal 16  untuk melakukan oprasional toko modern 
harus memiliki Surat izin usaha toko modern (IUTM) akan tetapi di 










3. Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar  
Membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar dan pencapaian 
apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.  dimaksudkan 
untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran yaitu yang pertama  
karena  adanya kekurangan jumlah petugas pengawas dilapangan, yang 
kedua waktu pelaksanaan pengawasan tidak rutin,  ke tiga koordinasi 
yang dilakukan antara dinas/instansi terkait tidak berjalan dengan baik 
dan yang ke empatrendahnyakesadaranpelaku usaha terkait perizinan. 
Sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam peraturan daerah no 
01 tahun 2014 tetang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat 
perbelanjaan dan toko modern. 
4. Melakukan Tindakan Perbaikan  
Tindakan perbaikan yang dimaksud adalah tindakan perbaikan yang 
dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang telah terjadi. Tindakan 
Perbaikan interrnal,  yang pertama penambahan jumlah petugas pada dinas 
koperasi, umkm dan perdagangan kabupaten brebes yang melaksanakan 
pengawasan dilapangan sehingga pengawasan yang dilakukan bejalan 
sesuai rencana. Yang ke dua meningkatkan pengawasan dan melakukan 
pengawasan secara rutin berkala, dengan pengawasan yang rutin maka 
tujuan pengawasan akan dicapai dengan optimal, ketiga meningkatkan 
koordinasi antara dinas/instansi terkait agar setiap kegiatan berjalan dengan 







memberikan pemahaman dan pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat 
mengetahui, memahami dan melaksaakan ketentuan yang ada. 
Perbaikan eksternal yaitu dengan pemberlakuan sanksi yang tegas 
terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan no 01 tahun 2014 tentang 
penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko 
modern sehingga adanya efek jera terhadap pelaku usaha sehingga dapat 
mematuhi peraturan yang ada. 
V.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Implementasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Desa Kluwut Kecamatan 
Bulakamba Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:  
1. Sumber Daya Manusia (Jumlah Petugas) 
Dalam pelaksanaan pengawasan  yang menjadi salah satu hambatan 
adalah jumlah petugas pengawas dilapangan, pengawasan implementasi 
peraturan daerah no 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di desa kluwut kecamatan 
bulakamaba kabupaten brebes (Studi kasus pasal 16 perizinan) dapat 
dilaksanakan dengan optimal apabila didukung oleh ketersediaan jumlah 
petugas yang memadai dengan jumlah petugas yang memadai itu tentunya 
dapat menghasilkan pengawasan yang bersinergi sehingga dapat mencapai 









2. Koordinasi  
Koordinasi dalam suatu pengawasan dinilai penting untuk 
dilakukan, koordinasi antar dinas atau instansi harus diperbaiki baik 
mengingat tiga lembaga memiliki tiga wewenang yang berbeda namun 
saling berkaitan. Koordinasi dibutuhkan agar tidak ada miss 
communication, dengan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait 
pengawasan Implementasi peraturan daerah no 01 tahun 2014 tentang 
penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko 
modern di desa kluwut kec. Bulakmba kab. Brebes ini diharapkan 
terlaksana dengan optimal. Dalam hal ini peneliti melihat koordinasi antara 
Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Brebes, dan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes 
serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengawasan belum 
berjalan dengan baik.  
3. Kesadaran Pelaku Usaha  
Kesadaran pelaku usaha merupakan faktor yang yang tidak kalah 
penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan. Dalam hal ini 
pelaku usaha seharusnya sadar dalam menjalankan aturan yang ada di 
Kabupaten Brebes, dimana setiap usaha toko modern seperti toko modern 
ini wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) karena sesuai dengan 
Perda No 01 Tahun 2014 tentang Penataan dan pembinaan pasar 







Pelaku usaha toko modern ini perlu memiliki kesadaran dalam 
memahami dan mematuhi peraturan yang ada, dan juga perlu memahami 
bagaimana dampak yang terjadi jika pelaku usaha tidak memiliki Izin 
Usaha Toko Modern (IUTM). Meskipun pengawasan telah dilaksanakan 
oleh dinas atau instansi pemerintah yang memiliki kecakapan dan keahlian 
dibidangnya, namun jika kesadaran pelaku usaha kurang untuk mematuhi 









KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti 
lakukan dapat disimpulkan :  
1. Pengawasan Implementasi  Peraturan Daerah Brebes No 01 Tahun 2014 
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten 
Brebes (Studi kasus pasal 16 tentang perizinan) masih belum optimal 
karena kuranya jumlah petugas pengawas, pengawasan yang dilakukan 
tidak rutin, rendahnya koordinasi yang dilakukan dalam pengawasan, dan 
rendahnya kesadaran pelaku usaha akan perizinan toko modern. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Implementasi  Peraturan 
Daerah Brebes No 01 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Desa Kluwut 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes(Studi kasus pasal 16 tentang 
perizinan) yaitukurangnya jumlah petugas pengawas dilapangan, 
rendahnya koordinasi dalam pengawasan dan rendahnya kesadaran pelaku 








Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran 
sebagai berikut :  
1. Penambahan petugas pengawas di lapangan sehingga pengawasan dapat 
berjalan dengan optimal,pengawasan dapat berjalan dengan optimal 
apabila didukung oleh ketersediaan jumlah petugas yang memadai dengan 
jumlah petugas yang memadai itu tentunya dapat menghasilkan 
pengawasan yang bersinergi sehingga dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
2. Dinas koperasi, umkm dan perdagangan Kabupaten Brebes sebaiknya 
membangun koordinasi yang baik dengan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes serta Satpol Pamong 
praja Kabupaten Brebes dan membangun komunikasi dengan aparat 
pemerintahan tingkat bawah seperti kecamatan, kelurahan dan kepala 
dusun untuk mempermudah pengawasan dan pencegahan adanya toko 
modern yang berdiri tanpa adanya ijin.  
3. Dinas koperasi, umkm dan perdaganga Kab. Brebes agar meningkatkan 
pengawasan dan melakukan pengawasan secara rutin berkala terhadap 
toko-toko modern di kabupaten Brebes secara menyeluruh sehingga tidak 
terjadi penyimpangan di lapangan. 
4. Dinas koperasi, umkm dan perdagangan kabupaten brebes, dinas 







meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha 
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DINAS KOPERASI, UMKM DAN KOPERASI KABUPATEN BREBES 
 
1. Judul Penelitian 
PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BREBES 
NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN 
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO 
MODERN DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA 
KABUPAATEN BREBES (STUDY PASAL 16  PERIZINAN) 
2. Petunjuk Wawancara : 
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat 
menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, 
peneliti mohon kesediaan Bapak /Ibu/Saudara untuk memberikan informasi 
mengenai Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Brebes Nomor 01 
Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakmba 
Kabupaten Brebes (Study Pasal 16 Bagian Perizinan). Keberhasilan penelitian 
ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, Untuk itu di mohon 
dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap 








3. Identitas Informan 
Nama   :....................................... 
Jenis Kelamin  : L/P 
Pekerjaan (Jabatan) :....................................... 
Alamat  :....................................... 
Tingkat Pendidikan :....................................... 
Pertanyaan Wawancara 
I. Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Brebes Nomor 01 Tahun 
2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern dengan indikator : 
1. Menetapkan standar (Standards)  
a) Perda Brebes no 01 tahun 2014tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana tanggapan bapak mengenai 
peraturan daerah brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa tujuan dikeluarkannya Perda Nomor 01 
Tahun 2014 ? 
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah Perda Nomor 01 Tahun 2014 sudah 
efektif dalam penataan dan pebinaan pasar ? 
b) Standar Oprasional Prosedur 
 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana Standar Operasional Prosedur 







2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana Standar Operasional Prosedur 
(SOP)  pepengawasan oprasional toko modern  ? 
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah ketentuan dalam pendiraian 
toko modern di kabupaten brebes? 
4. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
mendaftarkan/melaporkan  perizinan toko modern ?  
c) Program Kerja 
 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah program-program yang ada di 
dinas untuk pelaksanaan penataan dan pembinaan pasar khususnya toko 
modern ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah adanya kendala dalam pelaksanaan 
program tersebut ? 
 2.Mengukur Pelaksanaan 
    a) Penyimpangan 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah masih ada penyimpangan yang 
dilakukan oleh pihak pihak pemilik tempat usaha ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Seperti apakah bentuk penyimpangan yang 
sering terjadi ? 
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Mengapa masih ada penyimpangan dalam hal 
perizinan ? 
b. Sosialisasi 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah Dinas Koperasi, UMKM dan 







Tahun 2014 ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Siapa sajakah sasaran dari sosialisasi yang 
dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan Kabupaten 
Brebes  ? 
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah hambatan dari pelaksanaan 
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan 
Kabupaten Brebes ? 
3.Membandingkan pelaksanaan dengan standar 
  a) Sumber Daya Manusia 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagimanakah keahlian/ kemampuan yang 
dimiliki peugas dalam pelaksanaan pengawasan ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah loyalitas dari  petugas 
pengawasan  diDinas Koperasi, umkm dan perdagangan kab brebes ? 
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Barapakah jumlah petugas  pengawasan 
perizinan di dinas perdaganagn, umkm dan perdagangan Kabupaten 
Brebes? 
b) Monitoring 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Berapa bulan sekali pengawasan yang 
dilakukan? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah pihak yang bertugas dalam hal 







3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, seperti apakah proses pengawasan/ monitoring 
yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan Kabupaten 
Brebes? 
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah kendala yang dihadapi Dinas 
Koperasi dalalm pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan perizinan? 
c) Koordinasi 
 1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan 
dengan dinas terkait dalam mengurus perizinan  ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah adanya kendala dalam koordinasi 
yang dilakukan dengan dinas terkait ? 
    d) Kesadaran Pelaku usaha 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana kesaran pelaku usaha dalam hal 
perizinan toko modern ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana upaya Dinas Koperasi, UMKM 
dan perdagangan Kabupaten Brebes untuk mendorong kesadaran pelaku 
usaha dalam hal perizinan tempat usaha ? 
 4.Melakukan tindakan 
     a) Perbaikan 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah upaya pencegahan yang 
dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan Kabupaten Brebes 
agar tidak terjadi penyimpangan ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Upaya apasaja yang dilakukan oleh Dinas 







meningkatkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan ? 
b) Sanksi 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Sanksi apakah yang diberikan pemilik 
tempat usaha jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Seberapa besar pengaruh sanksi yang 













DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN BREBES 
1. Judul Penelitian 
PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BREBES 
NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN 
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO 
MODERN DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA 
KABUPATEN BREBES (STUDY PASAL 16  PERIZINAN) 
2. Petunjuk Wawancara : 
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat 
menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, 
peneliti mohon kesediaan Bapak /Ibu/Saudara untuk memberikan informasi 
mengenai Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Brebes Nomor 01 
Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakmba 
Kabupaten Brebes (Study Pasal 16 Bagian Perizinan). Keberhasilan penelitian 
ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, Untuk itu di mohon 
dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap 








3. Identitas Informan 
Nama   :....................................... 
Jenis Kelamin  : L/P 
Pekerjaan (Jabatan) :....................................... 
Alamat  :....................................... 
Tingkat Pendidikan :....................................... 
Pertanyaan Wawancara 
II. Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Brebes Nomor 01 Tahun 
2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern dengan indikator : 
2. Menetapkan standar (Standards)  
d) Perda Brebes no 01 tahun 2014 no 2014 tentang penataan dan pembinaan 
pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern. 
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana tanggapan ibu mengenai 
peraturan daerah brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern ? 
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah tujuan dikeluarkannya Perda Nomor 
01 Tahun 2014 tentang penataan dan pe pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern? 
6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah Perda Nomor 01 Tahun 2014 sudah 









e) Standar Oprasional prosedur  
 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana Standar Operasional Prosedur 
(SOP)  pendaftaran/pelaporan  izin usaha toko modern (IUTM) ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah ketentuan dalam pendiraian 
toko modern di kabupaten brebes ? 
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi 
untuk mendaftarkan/melaporkan  perizinan toko modern ?  
f) Program kerja 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah program-program yang ada di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Brebes dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala yang dihadapi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes 
dalam pelaksanaan program tersebut ? 
2. Mengukur pelaksanaan  
a)  Penyimpangan 
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah masih ada penyimpangan yang 
dilakukan oleh pihak pemilik tempat usaha ? 
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Seperti apakah bentuk penyimpangan yang 
sering terjadi? 








7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana tanggapan bapak mengenai 
adanya toko modern yang tidak memiliki izin usaha toko modern ? 
b) Sosialisasi 
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah Dinas penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Brebes ikut mensosialisasikan 
Perda Nomor 01 Tahun 2014 ? 
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Siapa sajakah sasaran dari sosialisasi yang 
dilakukan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
Kabupaten Brebes  ? 
6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah hambatan dari pelaksanaan 
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu Kabupaten Brebes ? 
3.Membandingkan pelaksanaan dengan standar 
a) Sumber Daya manusia 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagimanakah keahlian yang dimiliki petugas 
dalam pelaksana pelayanan perizinan dan non perizinan   ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah loyalitas dari  petugas 
pelayanan didinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab 
brebes  ?  
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Barapakah jumlah petugas  Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes khususnya 
bidang pelayanan perizinan dan non perizinan ? 







1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan 
dengan dinas terkait dalam mengurus perizinan  ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah kendala yang dihadapi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes  
dalalm koordinasi dengan dinas terkait? 
c) Kesadaran pelaku usaha 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana kesaran pelaku usaha dalam hal 
perizinan toko modern ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana upaya Dinas perdagangan, UMKM 
dan koprasi Kabupaten Brebes untuk mendorong kesadaran pelaku usaha 
dalam hal perizinan tempat usaha ? 
  4. Melakukan tindakan 
a) Perbaikan 
1. Apa sajakah upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes agar tidak terjadi 
penyimpangan ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Upaya apasaja yang dilakukan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes  
dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan perizinan dan non 
perizinan ? 
b) Sanksi 
 1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Sanksi apakah yang diberikan pemilik tempat 







2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Seberapa besar pengaruh sanksi yang diberikan 













SATPOL PP KABUPATEN BREBES 
 
1. Judul Penelitian 
PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BREBES 
NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN 
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO 
MODERN DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA 
KABUPATEN BREBES (STUDY PASAL 16  PERIZINAN) 
2. Petunjuk Wawancara : 
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat 
menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, 
peneliti mohon kesediaan Bapak /Ibu/Saudara untuk memberikan informasi 
mengenai Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Brebes Nomor 01 
Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakmba 
Kabupaten Brebes (Study Pasal 16 Perizinan). Keberhasilan penelitian ini akan 
sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, Untuk itu di mohon dengan 









III. Identitas Informan 
Nama   :....................................... 
Jenis Kelamin  : L/P 
Pekerjaan (Jabatan) :....................................... 
Alamat  :....................................... 
Tingkat Pendidikan :....................................... 
Pertanyaan Wawancara 
III. Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Brebes Nomor 01 Tahun 
2014 Tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern dengan indikator : 
3. Menetapkan standar (Standards)  
g) Perda Brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern 
7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana tanggapan bapak mengenai 
peraturan daerah brebes no 01 tahun 2014 tentang penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern ? 
8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa tujuan dikeluarkannya Perda Nomor 01 
Tahun 2014 ? 
9. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah Perda Nomor 01 Tahun 2014 sudah 










h) Program kerja 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara,apa sajakah program-program yang ada di 
satpol pp untuk pelaksanaan penataan dan pembinaan pasar khususnya 
toko modern ? 
2. Mengukur Pelaksanaan 
 a) Penyimpangan 
8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah masih ada penyimpangan yang 
dilakukan oleh pihak pihak pemilik tempat usaha ? 
9. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Seperti apakah bentuk penyimpangan yang 
sering terjadi ? 
10. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Mengapa masih ada penyimpangan dalam 
hal perizinan ? 
   b)Sosialisasi 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah satpol pp ikut mensosialisasikan Perda 
Nomor 01 Tahun 2014 ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Siapa sajakah sasaran dari sosialisasi yang 
dilakukan oleh? 
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa hambatan dari pelaksanaan sosialisasi 
yang dilakukan? 
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar 
a) Sumber Daya Manusia 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagimanakah keahlian/kemampuan yang 







2. bagaimanakah loyalitas dari  petugas  satpol pp dalam melakanakan 
penyelenggaraan penegakan peraturan ? 
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Barapakah jumlah petugas  satuan pamong 
praja Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan penegakan peraturan  ? 
b) Monitoring 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah terdapat pegawasan/monitoring dari 
Satpol PP untuk penataan dan pembinaan pasar khususnya toko modern ? 
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah pihak yang bertugas dalam hal 
penegakan peraturan perizinan ? 
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara seperti apakah proses penegakan peraturan 
perizinan yang dilakukan satpol pp ? 
6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah kendala yang dihadapi Satpol 
PP dalalm pelaksanaan penegakan perizinan ? 
i) Koordinasi 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan 
Satpol PP dengan dinas lain dalam penataan dan pembinaan pasar  ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah adanya kendala dalam koordinasi yang 
dilakukan dengan dinas terkait ? 
d)  Kesadaran Pelaku usaha 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah pelaku usaha sudah sadar akan 
pentingnya perizinan ? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara,bagaimana upaya Satpol pp Kabupaten Brebes 







4. Melakukan perbaikan 
   a) Perbaikan 
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apa sajakah upaya pencegahan yang dilakukan 
Satpol PP agar tidak terjadi penyimpangan? 
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Upaya apasaja yang dilakukan oleh satpol pp 
Kabupaten Brebes  dalam meningkatkan pengawasan ? 
   b) Sanksi 
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Sanksi apakah yang diberikan pemilik 
tempat usaha jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku ? 
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Seberapa besar pengaruh sanksi yang 













INDOMARET KLUWUT  KEC. BULAKAMBA 
 
1. Judul Penelitian 
PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BREBES 
NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN 
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO 
MODERN DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA 
KABUPAATEN BREBES (STUDY PASAL 16 BAGIAN PERIZINAN) 
2. Petunjuk Wawancara : 
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat 
menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, 
peneliti mohon kesediaan Bapak /Ibu/Saudara untuk memberikan informasi 
mengenai Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Brebes Nomor 01 
Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakmba 
Kabupaten Brebes (Study Pasal 16 Bagian Perizinan). Keberhasilan penelitian 
ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, Untuk itu di mohon 
dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap 








3. Identitas Informan 
Nama   :....................................... 
Jenis Kelamin  : L/P 
Pekerjaan (Jabatan) :....................................... 
Alamat  :....................................... 
Tingkat Pendidikan :....................................... 
Pertanyaan Wawancara 
Toko modern dengan indikator :  
1. Dikelola oleh swasta.  
a. Siapa yang awal mula yang mendirikan indomaret kluwut   ? 
b. Tepatnya kapan tahun berdirinya ? 
c. Siapa kepala pimpinan indomaret saat ini ? 
d. Apakah bapak mengetahui adanya perda tentang penataan dan 
pembinan toko khususnya toko modern ? 
2. Fasilitas 
a. Apakah dinas terkait sering melakukan pemantauan ke toko langsung 
? 
b. Sarana prasarana apa saja untuk mendukung kegiatan di toko 
indomaret tersebut ? 
c. Sarana prasarana apa saja untuk mendukung kegiatan di toko 
indomaret tersebut ? 
d. Kendala apakah yang dihadapi indomaret ? 







3. Perizinan pasar  
a. Apakah Indoamret kluwut ini sudah mengantongi surat izin ? 
b. Siapa yang mengurus pendaftaran untuk perizinan indomaret ? 
c. Bagaimana proses atau alur pendaftarannya  ? 
d. Setiap  perizinan mempunyai jangka waktu atau masa berlaku seperti 
5 tahun sekali harus diperpanjang . untuk indomaret itu kapan terakhir 
kali memperpanjang perizinannya ? 
e. Apakah ibu mengetahui adanya  peraturan daerah brebes no 01 tahun 
2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern ? 
4. Monitoring 
a. Bagaimana tanggapan bapak  mengenai toko modern yang belom 
mengantongi surat izin tetapi sudah berdiri atau beroprasi ? 
b. Untuk pemantauan atau monitoring toko itu dilakuka oleh siapa ? 
c. Apakah dinas terkait sering melakukan pemantauan atau monitoring 
ke toko langsung ? 
d. Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan di toko ini terkhir kali 
kapan ? 
e. Apakah ibu mengetahui adanya aturan mengenai jarak toko modern 
dengan pasar tradisional yang harus erjarak 1000 m ? 
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